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TEMUAN STUDI

Pada 2024, Pulau Sulawesi telah melampaui batas daya dukung
dan daya tampung lingkungannya

Tata Kelola Ekstraktif

4 N [ N
574 1zin Tambang Baru Tiap 6 Menit
Terbit di 2 Tahun Terakhir Hutan Berubah Jadi Tambang
Hampir 344 izin diterbitkan pada 2023-2024, justru ketika Selama 2014-2024, rata-rata 224 hektare ruang Sulawesi
kerusakan ekologis telah berada pada kondisi terparah. berpindah ke tangan pemegang izin tambang setiap hari. )
4 N [~ N\
Deforestasi Sudah Tinggi 95 Sengketa Agraria
85,3% 90 Rib
9 /0 IDU
Izin Tambang Terbit Warga Terdampak
Sebanyak 324 IUP baru diterbitkan ketika deforestasi pada Sebanyak 95 kasus sengketa agraria melibatkan
provinsi di Sulawesi sudah berada di atas rata-rata. Setelah 2020, 90.582 jiwa dan 59 komunitas, dengan lebih dari
penerbitanizin bahkan meningkat 4,4 kali lipat dibandingkan separuh kasus (51kasus) belum ditangani.
periode sebelumnya.
. RN /

Konsentrasi Industri & Energi Hilirisasi

N N N
Setara 18 Kali Hampir 10 Ribu MW 6 Pelabuhan Ekspor
Luas DKI Jakarta Listrik Dibangkitkan Sendiri
1,1 Juta Nol
Hektare untuk
o o
Izin Tambang Jaringan Kawasan
L3 o
Baru Publik Industri
Sepanjang 2014-2024, Hampir 10 ribu megawatt listrik 6 kawasan industri utama memiliki
izintambang baru telah mencakup dibangkitkan di dalam kawasan industri pelabuhan ekspor sendiri, 4 di antaranya
1,1juta hektare—setara 18 kaliluas untuk kebutuhan sendiri, tanpa satu berstatus PSN, dengan hasil produksi
wilayah DKl Jakarta. megawatt pun masuk ke jaringan publik. mengalirke pasar Asia Timur.
Listrik beredar di dalam pabrik, sementara
dampaknya beredar diluar.
o RN L )
- N [
o, M o,
78% Smelter Nikel 90% PLTU
o [ ]
dan 93,9% PLTU Captive
Terkonsentrasi di 2 Provinsi Terkonsentrasi di Sulteng dan Sultra
Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menampung sekitar Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menampung sekitar
78% fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel, sekaligus 93,9% 90% kapasitas PLTU captive, dengan konsentrasi NO2
kapasitas PLTU batu bara yang dibangun untuk memasok yang meningkat dan 581,1juta ton CO2 emisi
kebutuhanindustri tersebut. dari deforestasi tambang dan perkebunan.
- AN J
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Krisis Ekologis & Biodiversitas

f 1 Juta Ha A

Hutan

Dibabat Tambang
dan Sawit

Angkaini 18 kalilebih besar dibanding
hutanyang hilang akibat ladang
berpindah, yang hanya mencapai
55,905 hektare.

-

v

" 269 Titik
Satwa Endemik

Beririsan dengan
Ekspansi Industri Nikel

Sebanyak 269 titik penampakan dari 7
spesies endemik berada didalam
atau berdekatan dengan wilayah I[UP dan
kawasan industrinikel. 2 spesies berstatus
kritis, 2 terancam, dan 3 rentan, dengan

pertambangan menjadi salah satu
\ ancamanutama. /

-~

.

32,8
Juta Ton

Limbah B3 Dihasilkan

Setiap Tahun

Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara

menanggung hampir seluruh beban

limbah B3 industrinikel, masing-masing
25,3jutatondan 6,5juta ton per tahun.

%

.

Dampak Sosial, Ruang Hidup & Kesehatan

” 91,5 Ribu

Hektare

Ruang Hidup Warga
Hilang Tanpa Pemulihan

Kerusakan kawasan penghidupan
masyarakat terus terakumulasi
sepanjang 2014-2023, mencapai
91,5ribu hektare.

-

%

46 Konflik )
Berujung Represi

93 Warga dan Aktivis
Ditangkap

Dalam 46 konflik tercatat represi
terhadap warga dan aktivis, dengan
93 orang ditangkap, 4 luka, dan
Tmeninggal. Pertambangan menjadi
sektor dengan kasus represi terbanyak,

K mencapai 17 kasus. j

-

.

5.353 Kasus

ISPA per Tahun

di Sentra Industri,
Hampir 2 Kali Lipat

Provinsi sentra industri nikel mencatat

rata-rata 5.353 kasus ISPA dan
pneumonia per tahun, dibandingkan
2.634 kasus diwilayah non-sentra.

/

-

non-ekstraktif.

.

( Lingkar Tambang Menanggung
Kasus DBD 3 Kali Lebih Tinggi

Rata-rata kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) mencapai
47,5 kasus per kabupaten-tahun di wilayah industri,
dibandingkan 15,5 kasus diwilayah

\
Fasilitas Kesehatan Lebih Sedikit
di Wilayah Sentra Industri
Provinsi sentraindustri hanya memiliki rata-rata 85 Puskesmas

dan 59 rumah sakit, dibandingkan 90 Puskesmas dan 72
rumah sakit di wilayah non-sentra. Beban penyakit lebih tinggi,

tetapifasilitas kesehatan justru lebih terbatas.

/

Paradoks Ekonomi Hilirisasi

\

Morowali Kaya Nikel

tetapi
Kemiskinan

Masih
Tertinggal

Pertumbuhan ekonomi berbasis tambang
tidak otomatis mengangkat kesejahteraan
warga. Daerah yang menjadi pusat ledakan
industri nikel masih menghadapipersoalan

K kemiskinan. /

4 N

Di Sulawesi Tengah

Pertanian Tinggal
15,8%, Tambang
dan Industri
Capai 55,8%
Sektor pertanianyang rentan
tergerus tambang dan kawasan smelter

menciptakan ketergantungan pangan
dariluar daerah Sulawesi Tengah

\_
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Estimasi
Kerugian Ekologis

> Rp 100
Triliun

Valuasi kumulatif kasar dari hilangnya

terumbu karang laut, dan lenyapnya
sumber air bersih akibat sedimentasi
limbah.

J

fungsi hutan primer, rusaknya ekosistem

N
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STATUS DAYA DUKUNG DAN
DAYA TAMPUNG LINGKUNG

PULAU SULAWESI

(' MCDAMin-Max&WSM )

Daya
Tampung Udara

4,85

STATUS

DARURAT
UDARA

Rincian Skor

Matriks Udara:

« PLTU & Polusi: 4,5/5
e Dampak ISPA:5,0/5
» Defisit CO2:5,0/5

Daya
Tampung Air

4,1;s

STATUS

DARURAT
AIR

Rincian Skor

Matriks Air:

« Kualitas Air: 3,4 /5

« Morbiditas Diare: 3,0 /5
« Konflik Nelayan: 5,0 /5
« BebanTailing:5,0/5

Pelabelan Status Likert D3TLH

Skor1& 2 :Tidak MelampauiBatas

Skor 3: MendekatiBatas

Daya
Dukung Lahan

4,65

STATUS
DARURAT

LAHAN

Rincian Skor

Matriks Lahan:

e BencanaAlam:5,0/5
« Deforestasi: 5,0/5

e Lindung:5,0/5

e Driver:5,0/5

o Ekspansi: 3,1/5

AN HIDUP

Daya
Dukung Sosial

3,95

STATUS

PERLU
PENGAWASAN

Rincian Skor

Matriks Sosial:
«FPIC:5,0/5

o Jiwa Terdampak: 5,0 /5
« Kriminalisasi: 5,0 /5

« Defisit Faskes: 0,6 /5

Skor4 &5 : Melampaui Batas

Veto
Kebijakan

5,0/

STATUS
PERLU

REFORMASI

Rincian Skor

Matriks Veto:
«WIUPBaru:5,0/5

« Pembiaranllegal: 5,0 /5
« PLTU Captive: 5,0 /5




10 Korporasi yang Paling Merusak Sulawesi

Total Harta (CELIOS)

Luas Konsesi (Aktual)

Dampak Sosial & Konflik

PTVale ) Rp 259,2T A AsetMNDID2023 118.017 Ha Terbesar diDataset 460+ Jiwa Terdampak
Indonesia

Afiliasi Blok (Sulawesi) Estimasi Rugi Ekologis
(MDD & Blok Sorowako, Bahodopi, > Rp 40,0 Triliun

onsorsium)

Pomalaa

Total Harta (CELIOS) Luas Konsesi (Aktual) Dampak Sosial & Konflik
Salim Rp 160,0 T A Terkaya#s 110.1775Ha Gabungan2 PT diDataset Konflik PETI Poboya
Group Afiliasi Blok (Sulawesi) Estimasi Rugi Ekologis

(Anthony Salim)

Citra Palu Minerals,
Gorontalo Min.

>Rp 37,3 Triliun

Total Harta (CELIOS)

Luas Konsesi (Aktual)

Dampak Sosial & Konflik

Tsingshan Rp163,0 T A RajanNikelDunia 20.765Ha PTBintang-delapanMineral ~ Puluhan Pekerja Tewas
Holding Afiliasi Blok (Sulawesi) Estimasi Rugi Ekologis
(Xiang Guangda) m’rlllts)ng—delapan, Eternal > Rp 22,0 Triliun TS[NGJS.HAN
Jian su Total Harta (CELIOS) Luas Konsesi (Aktual) Dampak Sosial & Konflik
Del g Rp 45,0 T A NilaiInvestasi VDNI/OSS 2.253 Ha Kawasan Industri VDNIPMorosi 2 Pekerja Tewas

elong
N iCkeI Afiliasi Blok (Sulawesi) Estimasi Rugi Ekologis

PTVDNI, OSS (Konawe), >Rp 20,0 Triliun

(Tony Zhou Yuan) —=

GNI (Morut)

198 TE £ Ul

JResources

(Jimmy Budiarto)

Total Harta (CELIOS)
Rp7,5T A MarketCap(Psap)
Afiliasi Blok (Sulawesi)

JResources Bolaang
Mongondow

Luas Konsesi (Aktual)
38.150 Ha Dataset Luas Nikel/Mineral

Estimasi Rugi Ekologis
> Rp 12,9 Triliun

Dampak Sosial & Konflik
Sengketa Bakan &
TragediLongsor

Total Harta (CELIOS)

Luas Konsesi (Aktual)

Dampak Sosial & Konflik

=
-~

Rajawa" Rp32,5T A terkaya#22 30.848 Ha Dataset Luas Mineral Banjir Lumpur & Blokade
Rinondoran
Group Atiliasi Blok (Sulawesi) Estimasi Rugi Ekologis
(Peter Sondakh) Tambang Tondano Nusajaya >Rp 10,5 Triliun
(Archi)
Total Harta (CELIOS) Luas Konsesi (Aktual) Dampak Sosial & Konflik
Boy Thohir Rp64,1T A terkaya#17 21.100 Ha Dataset Luas Nikel Kriminalisasi Petani &
: Sengketa Haulin
& EdWIn S Afiliasi Blok (Sulawesi) Estimasi Rugi Ekologis 9 9
(Adaro/Saratoga) PT Sulawesi Cahaya Mineral > Rp 7,2 Triliun
(SCM)
Total Harta (CELIOS) Luas Konsesi (Aktual) Dampak Sosial & Konflik
Zhenshi Rp 40,0 T A EstimasiForbes 4.000Ha IntegrasiKawasan IMIP Gugatan SLAPP &
P Blokade Ambunu
HOIdlng Afiliasi Blok (Sulawesi) Estimasi Rugi Ekologis
(Zhang Yugiang) PT Baoshuo (BTIIG) / IMIP > Rp 3,0 Triliun —
Total Harta (CELIOS) Luas Konsesi (Aktual) Status Deforestasi Lindung
Harita Rp108,0T A terkaya#9 ~1.000 Ha KonsesiPulauKecil 37.000 Jiwa Terdampak
Group Afiliasi Blok (Sulawesi) Estimasi Rugi Ekologis
(LimHariyantow.s.)  PT Gema Kreasi Perdana > Rp 339 Miliar
(Wawonii)
Total Harta (CELIOS) Luas Konsesi (Aktual) Status DeforestasiLindung
Rp 900,8 M A\ DatalHKPN2018 141Ha Kawasan Smelter Bua (Luwu) Sengketa Sawah Luwu
Kalla GrouP & Danau Poso

(Keluarga Jusuf Kalla)

Afiliasi Blok (Sulawesi)
PT Bumi Mineral Sulawesi
(BMS)

Estimasi Rugi Ekologis
> Rp 47,8 Miliar




| Dokumentasi CELIOS, 2026

Mengapa Evaluasi Daya Dukung
dan Daya Tampung Lingkungan
Hidup Penting?

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) merupakan salah satu
instrumen utama dalam sistem perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Instrumen ini
diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai dasar untuk memastikan bahwa
pemanfaatan sumber daya alam dan ruang dilakukan sesuai dengan kemampuan
lingkungan dalam menopang kehidupan serta mempertahankan fungsi ekologisnya.
Dalam kerangka tersebut, D3TLH tidak dimaksudkan sebagai instrumen administratif
semata, melainkan sebagai batas ekologis (ecological limits) yang menjadi rujukan dalam
setiap kebijakan pembangunan.

Posisi tersebut terlihat jelas dalam Pasal 14 UU PPLH yang menempatkan D3TLH sebagai
bagian dari rangkaian instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup. Sistem ini bekerja secara bertingkat, dimulai dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS), penyusunan tata ruang, penilaian dampak melalui AMDAL atau UKL-UPL, hingga
penerbitan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha. Dengan konstruksi tersebut,
pengendalian lingkungan seharusnya dilakukan sejak tahap perencanaan, bukan setelah
kerusakan terjadi.

Kegagalan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)
Mengendalikan Ekspansi Industri Ekstraktif di Sulawesi




Pasal 14 UU PPLH

Rangkaian Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup

PASAL 14 UU PPLH
Ketentuan dasar mengenai pencegahan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup melaluiinstrumen
lingkungan hidup. TAHAP
- . / KEBIJAKAN
- D (Strategis)

KLHS (KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS)

%, ) Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan
ke dalam kebijakan, rencana, dan program.

D3TLH (DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG
LINGKUNGAN HIDUP)
Menentukan kapasitas ekologis suatu wilayah sebagai TAHAP
dasar pengambilan keputusan. PENATAAN
. / RUANG
f . ) (Perencanaan
RTRW (RENCANA TATA RUANG WILAYAH) Spasial)
Mengatur pola ruang dan struktur ruang sesuai dengan
kapasitas lingkungan.
, 2 \
AMDAL / UKL-UPL (ANALISIS MENGENAI DAMPAK TAHAP
LINGKUNGAN / UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN PENILAIAN
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN) DAMPAK
Menilai dampak spesifik kegiatan atau usaha terhadap .
lingkungan. (Tingkat Proyek)
(& . J
PERSETUJUAN LINGKUNGAN DAN TAHAP
I;ERLZINAN BER:JSAHIA ) o t PERIZINAN
emberian persetujuan lingkungan sebagai prasyara .
diterbitkannya izin usaha/kegiatan. (Legalitas)
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHAP
Kegiatan atau usaha dilaksanakan dengan tetap mematuhi PELAKSANAAN
ketentuan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Implementasi)

Melalui mekanisme tersebut, D3TLH berfungsi sebagai titik awal dalam menentukan
apakah suatu wilayah masih memiliki kapasitas untuk menerima aktivitas baru. Informasi
mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan seharusnya diterjemahkan ke
dalam kebijakan tata ruang sebelum menjadi dasar penerbitan izin. Artinya, ketika suatu
wilayah telah melampaui kapasitas ekologinya, pembatasan pemanfaatan ruang
semestinya dilakukan sejak penyusunan KLHS dan RTRW, sehingga tekanan terhadap
lingkungan tidak terus bertambah melalui pemberian izin baru.
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Hubungan tersebut juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang. Jika D3TLH menghasilkan informasi mengenai batas kemampuan
ekologis suatu wilayah, maka tata ruang menerjemahkannya ke dalam struktur ruang dan
pola ruang yang mengikat secara hukum. Dengan demikian, perlindungan lingkungan dan
penataan ruang pada dasarnya merupakan dua instrumen yang dirancang untuk saling
menguatkan.

Perubahan terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja. Melalui undang-undang ini, D3TLH tetap dipertahankan sebagai instrumen
lingkungan, tetapi ditempatkan dalam konfigurasi regulasi yang lebih luas bersama sistem
perizinan berusaha, pengadaan tanah, kehutanan, kawasan industri, kawasan ekonomi
khusus, dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Arah tersebut kemudian dijabarkan melalui berbagai peraturan pelaksana, seperti PP
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Tanah, PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, PP
Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, PP Nomor 40
Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Kemudahan Proyek Strategis Nasional, PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian
Ketidaksesuaian Tata Ruang, serta PP Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam konfigurasi inilah PP Nomor 26 Tahun 2025 memiliki posisi yang sangat strategis.
PP ini menjadi regulasi yang menjabarkan secara operasional bagaimana D3TLH disusun,
dinilai, dan ditetapkan. Dengan kata lain, PP Nomor 26 Tahun 2025 merupakan instrumen
yang menentukan apakah konsep D3TLH dalam UU PPLH benar-benar dapat diterapkan
sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, efektivitas D3TLH tidak
cukup dinilai dari keberadaannya dalam UU PPLH, tetapi juga harus dievaluasi melalui
bagaimana ketentuan dalam PP Nomor 26 Tahun 2025 diimplementasikan dalam praktik
perizinan dan pengelolaan ruang.

Meskipun PP Nomor 26 Tahun 2025 telah memberikan landasan metodologis bagi
penyusunan D3TLH, pengaturan tersebut masih menyisakan sejumlah kelemahan
mendasar yang berpotensi mengurangi efektivitasnya sebagai instrumen pencegahan
kerusakan lingkungan.
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Daya lkat
Hukum D3TLH
Lemah

Pasal 22 hanya mengatur bahwa hasil D3TLH dituangkan dalam
status "terlampaui" atau "belum terlampaui" dan ditetapkan melalui
keputusan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota. Tidak terdapat
norma yang menyatakan bahwa status tersebut wajib menjadi dasar
penolakan izin, penghentian pemanfaatan ruang, moratorium
kegiatan, ataupun evaluasi terhadap izin yang telah diterbitkan.

J
N
Status Lampiran Il PP Nomor 26 Tahun 2025 menjelaskan bahwa status
“Terlampaui" "terlampaui” terjadi ketika kebutuhan (demand) telah melebihi
Tidak Memiliki ketersediaan (supply) sumber daya alam. Bahkan dijelaskan bahwa
Konsekuensi kondisi tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan sumber daya,
Hukum terganggunya fungsi ekosistem, hingga mendorong perpindahan
penduduk secara terpaksa. Namun, seluruh konsekuensi tersebut
berhenti sebagai penjelasan iimiah.
y,
N

PP Nomor 26 Tahun 2025 hampir seluruhnya menempatkan
penyusunan D3TLH sebagai pekerjaan pemerintah dan tenaga ahli
melalui pendekatan pemodelan ilmiah. Tidak ditemukan pengaturan
yang mewajibkan konsultasi publik, pelibatan masyarakat adat,
organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, ataupun komunitas
lokal dalam penyusunan maupun validasi hasil D3TLH.

Transparansi
Informasi
Belum Diatur

PP Nomor 26 Tahun 2025 mengatur mekanisme penyusunan dan
penetapan D3TLH, tetapi belum mengatur kewajiban publikasi data
secara terbuka. Tidak terdapat ketentuan mengenai penyediaan
peta digital, basis data spasial, hasil perhitungan, maupun
pembaruan status D3TLH yang mudah diakses masyarakat. Padahal
D3TLH merupakan informasi publik yang sangat penting.

Keterbatasan
Metodologis
D3TLH

Penyusunan
D3TLH
Bersifat
Teknokratis

Ruang lingkup metode yang masih didominasi pendekatan biofisik.
Pasal 21 memang memperkenalkan pendekatan kinerja jasa
lingkungan hidup, jejak ekologis dan biokapasitas, serta metode lain
yang diakui secara nasional maupun internasional. Pendekatan
tersebut memadai untuk mengukur keseimbangan antara
ketersediaan dan kebutuhan sumber daya alam. Akan tetapi,
kerangka tersebut belum sepenuhnya menangkap dampak sosial
dari perubahan lingkungan. Sementara dimensi seperti kesehatan
masyarakat, kerentanan sosial, kehilangan mata pencaharian,
ketahanan pangan, kemiskinan, konflik agraria, hingga biaya
ekonomi akibat degradasi lingkungan belum menjadi bagian integral
dari penilaian D3TLH.
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Evaluasi tersebut menjadi semakin penting karena sejak diberlakukannya rezim Cipta
Kerja, percepatan investasi berjalan bersamaan dengan meningkatnya tekanan terhadap
lingkungan. Pertanyaan yang muncul bukan lagi apakah D3TLH telah memiliki dasar
hukum, melainkan apakah hasil penilaiannya benar-benar membatasi pemanfaatan ruang
atau hanya menjadi bagian dari prosedur administratif dalam proses perizinan.

Penelitian ini menggunakan Pulau Sulawesi sebagai studi kasus untuk menjawab
pertanyaan tersebut. Pemilihan wilayah ini bukan tanpa alasan. Dalam satu dekade
terakhir, Sulawesi berkembang menjadi pusat hilirisasi nikel nasional sekaligus menjadi
wilayah dengan ekspansi industri ekstraktif paling intensif di Indonesia. Selama periode
2014-2024, pemerintah menerbitkan 574 izin usaha pertambangan baru dengan luas
konsesi mencapai 819.452 hektare. Ekspansi tersebut berjalan seiring dengan
pembangunan 778 fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) yang sebagian besar
bergantung pada 9.825 MW PLTU captive sebagai sumber energi. Kondisi ini
menunjukkan bahwa transformasi industri yang diklaim sebagai bagian dari transisi energi
justru dibangun di atas ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil.

Tekanan terhadap lingkungan juga terlihat dari perubahan kondisi ekologis yang terjadi
dalam periode yang sama. Deforestasi di Semenanjung Sulawesi mencapai lebih dari 2,07
juta hektare, sementara aktivitas industri menghasilkan sekitar 32,8 juta ton limbah B3 dan
tailing setiap tahun. Dampaknya tercermin pada penurunan kualitas lingkungan, dengan
rata-rata Indeks Kualitas Air (IKA) hanya mencapai 58,8 dan Indeks Kualitas Udara (IKU)
sebesar 92,4. Pada saat yang sama, beban kesehatan masyarakat juga meningkat.
Selama 2014-2024 tercatat sekitar 233.687 kasus ISPA dan pneumonia, serta lebih dari
2,28 juta kasus diare yang berkaitan erat dengan kualitas lingkungan dan pencemaran
sumber daya air.

Yang lebih penting, seluruh tekanan ekologis tersebut tidak diikuti dengan perlambatan
ekspansi perizinan. Sebaliknya, penerbitan izin justru terus meningkat ketika indikator
lingkungan menunjukkan kecenderungan memburuk. Pada tahun 2024, misalnya,
pemerintah menerbitkan 194 izin baru, jumlah tertinggi sepanjang satu dekade terakhir,
pada saat berbagai indikator telah menunjukkan tekanan ekologis yang semakin berat.
Kondisi ini menjadikan Sulawesi sebagai kasus yang relevan untuk menguji apakah D3TLH
benar-benar berfungsi sebagai instrumen yang membatasi pemanfaatan ruang sesuai
kapasitas ekologis, atau justru tidak memiliki pengaruh yang berarti dalam proses
pengambilan keputusan perizinan.

Dengan demikian, studi ini tidak hanya mengevaluasi kesesuaian norma hukum yang
mengatur D3TLH, tetapijuga menguiji efektivitasnya melalui bukti empiris. Analisis
difokuskan pada hubungan antara perubahan kapasitas lingkungan, ekspansi perizinan,
dan dinamika pembangunan industri ekstraktif untuk menilai sejauh mana D3TLH benar-
benar menjalankan fungsi yang dirancang oleh UU PPLH sebagai instrumen pencegahan
kerusakan lingkungan.
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EKSPANSI INDUSTRI DAN
KRISIS RUANG

Ekspansi industri ekstraktif di Sulawesi umumnya dibaca sebagai peristiwa ekonomi.
Sebelum industri hadir sebagai pabrik, ia lebih dahulu hadir sebagai keputusan
administratif. Mulai dari penerbitan izin, penetapan blok konsesi, kawasan industri, dan
status PSN. Rangkaian keputusan itulah yang mengubah status sebuah bentang alam: dari
ruang yang dihuni dan digarap oleh masyarakatnya menjadi satuan ruang yang dapat
dipetakan dan dialihkan kepada pemegang izin. Persis pada titik inilah intervensi D3TLH
secara normatif seharusnya bekerja.

Pembacaan disusun dalam empat lapis yang saling menopang: alokasi legal ruang melalui
perizinan, pemusatan fasilitas pengolahan pada koridor pesisir, pembangunan
infrastruktur jaringan listrik off-grid, dan pembangunan simpul logistik yang mengarahkan
seluruh hasil keluar wilayah. Keempatnya tidak berdiri sendiri; masing-masing membuat
lapis berikutnya masuk akal secara teknis dan sulit dibatalkan secara politik.

Perizinan sebagai Mekanisme Alokasi Ruang

Perizinan adalah titik masuk paling awal sekaligus paling menentukan dalam
intensifikasi pemanfaatan ruang. Berbeda dengan pembangunan fisik yang
dapat diamati dan diprotes, penerbitan izin berlangsung sebagai prosedur
administratif yang sebagian besar tidak terlihat oleh masyarakat yang ruang
hidupnya sedang diatur. Sepanjang 2014-2024, rata-rata 224 hektare ruang
daratan Sulawesi berpindah ke tangan pemegang izin tambang setiap hari. Total
izin baru mencapai 819.452 hektare, dan bila ditambah alokasi yang sudah ada
sebelumnya, ruang yang kini dikuasai pertambangan dan kawasan industri
menyentuh 1.185.17 4 hektare, atau sekitar delapan belas kali luas DKI Jakarta.
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Lonjakan Penerbitan Izin Tambang Sulawesi (2014-2024)
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Sumber: Metadatalzin Pertambangan Minerbaone, Kementerian ESDM (diolah CELIOS). Grafik kombinasi (bar dan garis) di atas
memvisualisasikan "Lonjakan Penerbitan Izin Tambang Sulawesi (2014-2024)".

Data diproses menggunakan pendekatan Time-Series Analysis dan Agregasi Spasial-Temporal. Data dihitung dengan
mengekstraksijumlah entitas |zin Usaha Pertambangan (IUP) baru per tahun lalu dikelompokkan berdasarkan dimensi
provinsi pembentuknya. Untuk mengukur anomali eskalasi, persentase lonjakan dihitung menggunakan persamaan
komparatif Year-on-Year (YoY): Persentase Kenaikan = ((IUP_t - IUP_t-n) /IUP_t-n) *100%

Penerbitan izin tambang di Sulawesi mengalami lonjakan sebesar 246% hanya
dalam kurun waktu dua tahun saja (2022-2024). Konsekuensinya bersifat sosial-
ekologis. Sebuah ruang menjadi semakin jauh—secara geografis maupun
sosial—dari orang-orang yang menghuninya. Ruang yang bagi penghuninya
merupakan kebun, kuburan leluhur, sumber air, dan jalur melaut, pada titik itu
telah lebih dahulu diterjemahkan menjadi poligon koordinat dan angka luasan.
Penerjemahan inilah yang membuat alokasi menjadi mungkin: sesuatu hanya
dapat dialihkan setelah disederhanakan menjadi bentuk yang dapat
dipindahtangankan.

Konsentrasi Fasilitas Pengolahan dan Pembentukan Lokus Industri

Alokasiruang melalui perizinan tidak tersebar merata. lamengendap pada koridor
tertentu, dan membentuk geografibaru bagi Sulawesi. Sekitar 78% fasilitas
pengolahan dan pemurnian nikel terkonsentrasi hanya di Sulawesi Tengah dan
Sulawesi Tenggara. Pola ruang yang dihasilkan bukan kota industri yang tumbuh
dari ekonomilokal, melainkan lokus industriyang membutuhkan sumber daya
masif.

Konsentrasi Smelter per Provinsi
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Sumber: Database Smelter Nasional (diolah CELIOS). Visualisasi Horizontal Bar Chart di atas memvisualisasikan "Konsentrasi
Smelter per Provinsi".

Data diproses menggunakan pendekatan Agregasi Spasial. Total entitas fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter)
diekstraksi dan dikelompokkan berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi. Porsi dominasi wilayah Sentra Ekstraktif
(Sulawesi Tengah & Tenggara) diukur menggunakan persamaan Proporsi Spasial Fasilitas:

Persentase = (X Smelter_Provinsi_X/ Z Total_Smelter_Sulawesi) *100%
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Kawasan industri di Morowali, Morowali Utara, dan Konawe beroperasi dengan
pembangkit listrik, pelabuhan, sistem air, dan permukiman pekerja yang terisolasi
dari desa-desa sekitarnya. Warga sekitar mengalami kehadiran industri terutama
melalui dampaknya—debu, kebisingan, perubahan garis pantai, hilangnya akses
jalan, hingga naiknya harga kebutuhan pokok. Tekanan itu juga membuat habitat
kian menyempit. Titik penampakan satwa endemik Sulawesi beririsan langsung
dengan pusat konsentrasi IUP di kedua provinsi ini, dan pertambangan tercatat
sebagai salah satu ancaman bagi Yaki, kedua jenis Anoa, serta Babirusa Sulawesi
(lihat Bab 2).

Dominasi PLTU Captive

Kebutuhan kelistrikan kawasan sentra industri nikel dipenuhi dengan PLTU
captive—pembangkit yang dibangun khusus untuk satu kawasan industri dan
tidak terhubung ke jaringan publik. Kapasitas terpasangnya mencapai 9.825
megawatt, dengan 93,9% di antaranya terkonsentrasi di Sulawesi Tengah dan
Sulawesi Tenggara. Sementara seluruh provinsi lain hanya menampung 600
megawatt secara kumulatif.

Ledakan Energi Kotor (Sentra vs Non-Sentra)
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Sumber: Global Coal Plant Tracker (GEM) (diolah CELIOS). Grafik area di atas memvisualisasikan "Ledakan Energi Kotor (Sentra vs
Non-Sentra)".

Data diproses menggunakan pendekatan Geospatial Stratified Aggregation. Kapasitas operasional pembangkit listrik
kotor dipisah (*split*) menjadi dua kategorirezim tata ruang (Sentra vs Non-Sentra) untuk menunjukkan ketimpangan
distribusi emisi karbon. Persamaan agregasi komparatif yang digunakan adalah:

Ketimpangan_Energi_Kotor = £(Kapasitas_PLTU_Sentra) >> Z(Kapasitas_PLTU_NonSentra)

Kesenjangan kapasitas antara wilayah sentra dan non-sentra semakin melebar
dari tahun ke tahun, terutama setelah 2019 mengikuti tren pertumbuhan smelter.
Kondisi ini menunjukkan bahwa ekspansi pembangkit berbasis batubara di
Sulawesi didominasi oleh kebutuhan energi industri ekstraktif, bukan untuk
memperluas akses listrik masyarakat secara umum. Hampir 10 ribu megawatt
listrik dibangkitkan di dalam kawasan industri, dan tidak satu megawatt pun
masuk ke jaringan publik. Masalahnya, pembangkit-pembangkit itu berdiri di
wilayah yang sama dengan ruang hidup warga, tetapi listriknya tidak beredar di
wilayah itu. Asapnya sampai, namun listriknya tidak. Sayangnya, dokumen daya
dukung hanya menilai keadaan pada hari ia disusun, sementara hampir seluruh
unit baru beroperasi setelah 2019, dan masa operasinya masih panjang.
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Lonjakan Deforestasi oleh Pertambangan

Alokasi ruang menjadi perubahan fisik ketika lahan dibuka. Data menunjukkan
pertambangan dan sawit menyumbang 70-85% kehilangan tutupan pohon pada
setiap tahunnya sepanjang 2014-2023, sementara pertanian bergulir—yang
selama ini kerap disebut sebagai penyebab utama dalam wacana
kebijakan—hanya menyumbang 1-3%. Tentu ini adalah tuduhan yang serius dan
tanpa dasar. Bagian buruknya, ini memutus ruang hidup masyarakat tradisional.

Total Deforestasi per Driver (Kumulatif 2014-2023)
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Sumber: Global Forest Watch (diolah CELIOS). Grafik batang dan metrik di atas memvisualisasikan "Total Deforestasi per Driver
(Kumulatif 2014-2023)".

Data diproses menggunakan pendekatan Aggregated Comparative Ratio. Total kerugian tutupan pohon selama 10
tahun diakumulasikan dan dipecah berdasarkan klasifikasi pelaku. Rasio kehancuran matematis kemudian dikalkulasi
secara spesifik antara aktivitas industri ekstraktif melawan aktivitas subsisten masyarakat (Pertanian Bergulir) untuk
menemukan ketimpangan eksploitasi ruang.

Deforestasi di Sulawesi sepanjang 2014-2023 hampir seluruhnya dipicu oleh
ekspansi pertambangan dan perkebunan sawit. Dari total deforestasi yang
terjadi, seluas 1.001.654 hektare atau 82,2% berasal dari kedua sektor tersebut.
Sebaliknya, pertanian bergulir hanya sekitar 55,905 hektare, atau sekitar 4,6%.
Dengan kata lain, luas deforestasi yang disebabkan oleh pertambangan dan
sawit mencapai sekitar 18 kali lebih besar dibandingkan pertanian bergulir.

Temuan ini menunjukkan bahwa hilangnya tutupan hutan di Sulawesi terutama
didorong oleh ekspansi industri skala besar, bukan oleh aktivitas masyarakat
seperti pertanian bergulir yang selama ini sering dianggap sebagai penyebab
utama deforestasi. Selama ini asumsi sebaliknya yang dipakai, dan asumsi itu
menghasilkan kebijakan nyata: pengetatan akses, penetapan status perambah,
dan penertiban yang menyasar rumah tangga petani. Data yang ditemukan
dalam laporan ini jelas membantah asumsi tersebut. Padahal yang membabat
hutan bukan mereka. Akhirnya yang terjadi bukan kegagalan menegakkan aturan
terhadap pelaku kecil, melainkan pemberian izin secara sah kepada pelaku besar.
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Jalur Distribusi Nikel

Penelusuran terhadap enam lokasi industri nikel utama menunjukkan seluruhnya
memiliki pelabuhan atau dermaga ekspor terintegrasi, dan empat di antaranya
berstatus PSN. Peta ini menunjukkan bahwa rantai pasok nikel Sulawesi sangat
berorientasi pada pasar ekspor di Asia Timur. Sebagian besar produksi dari
kawasan industri dan perusahaan tambang besar, seperti IMIP, GNI, VDNI, OSS,
ANTAM, dan Vale, didistribusikan melalui jalur laut menuju China sebagai pasar
utama, serta Jepang dan Korea sebagai tujuan ekspor lainnya. Temuan ini
menunjukkan bahwa ekspansi pertambangan, pembangunan smelter,
pelabuhan, hingga PLTU captive di Sulawesi tidak hanya melayani kebutuhan
industri dalam negeri, tetapi terutama ditujukan untuk memasok permintaan
global, khususnya industri manufaktur dan kendaraan listrik di Asia Timur. Dengan
demikian, beban lingkungan yang ditanggung Sulawesi merupakan konsekuensi
dari keterhubungannya dalam rantai pasok mineral global.

Jepang/Korea

China (Pasar Utama)

IMIP
GNI
VDNI
[OH]
ANTAM
PTVale

Sumber: Data Ekspor dan Titik Pelabuhan Nasional (diolah CELIOS). Visualisasi peta di atas menunjukkan "Jalur Distribusi
Logistik Nikel Sulawesi".

Catatan

Metodologi: Pemetaan rute maritim ditarik berdasarkan titik koordinat pelabuhan muat di sentra nikel Sulawesi menuju negara-
negara pembeliutama (seperti China, Jepang, dan Korea Selatan). Peta ini mengilustrasikan bagaimana kekayaan
alam yang diekstraksilangsung disalurkan untuk memenuhi rantai pasok industri global.

Nikel Sulawesi dikirim untuk memasok kemajuan dan rendahnya emisi di Asia
Timur, sementara yang tertinggal di pulau ini adalah 78% fasilitas pemurnian,
93,9% kapasitas PLTU batu bara, dan timbunan limbah B3 yang sebagian besar
mengendap di satu provinsi. Hilirisasi tidak memindahkan beban ekstraksi ke
tempat lain—ia menambahkannya di atas beban yang sudah ada. Sulawesi tidak
sekadar ditambang; ia kini juga melebur, membakar batu bara, dan menampung
residunya, untuk permintaan yang tumbuh di luar wilayahnya. Permintaannya
global, bebannya lokal, dan terkonsentrasi.
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PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN
DAN TEKANAN EKOLOGIS

Ekspansiindustri pengolahan nikel di Sulawesi tidak hanya ditandai oleh bertambahnya
jumlah smelter, tetapi juga oleh meningkatnya kebutuhan lahan, konsumsi listrik, dan
infrastruktur pendukung. Perubahan ini berpotensi mempengaruhi berbagai komponen
lingkungan, mulai dari kualitas air, kualitas udara, tutupan hutan, hingga habitat satwa
endemik.

e aVYa aYa aYa N
Indeks Kualitas Air PolusiUdara NO2 Timbulan Limbah Konversi
(2023) (NASA) B3 Deforestasi
59,7 5,76e-06 32,8 1.001.654
Poin mol/mz2 JtTon Ha
Tren Indeks Kualitas Pemantauan satelit Estimasi produksilimbah Luasan tutupan hutan
Air (IKA) di Sulawesi TROPOMI mengukur tailing dan slag pertahun || yang mengalamikonversi
terkait dengan tingkat konsentrasi gas dari kawasan industri akibat pembukaan area
beban masukan NO2yang meningkat pemurnian nikel pertambangan nikel.
polutandanlimbah seiring pengoperasian di Sulawesi.
industri. PLTU captive.
Sumber: KLHK & BPS (SLHI) Sumber: Satelit Sentinel-5P Sumber: Data EkstraksiNGO Sumber: Global Forest Watch
(Google Earth Engine) (GFW)
& AN VAN VAN J

Selama ini, pengukuran emisi dari proyek pembangunan bertumpu pada pencemaran
berbasis darat (land-based) seperti pencemaran badan air dan tanah. Ada parameter
yang selama ini kerap tidak diintegrasikan yaitu terkait cemaran udara. Padahal, sama
seperti pencemaran badan air, cemaran udara bisa luas tersebar karena pengaruh angin
melintasi batas administratif kewilayahan.
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Untuk itu, bab ini menguji hubungan tersebut dengan membandingkan kepadatan
smelter, kapasitas PLTU captive, dan luas kawasan industri terhadap sejumlah indikator
lingkungan yang lebih komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih
utuh terhadap dampak hilirisasi. Alih-alih bertumpu pada satu indikator, setiap subbab
menguji apakah ekspansi industri berkorelasi dengan meningkatnya tekanan terhadap
kualitas air, kualitas udara, bentang hutan, dan biodiversitas, sekaligus mengidentifikasi
keterbatasan indikator resmi dalam merepresentasikan kondisi lingkungan di kawasan
sentra industri nikel.

Dampak Limbah Tailing: Konsentrasi Smelter vs Indeks Kualitas Air

(IKA)
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Sumber: BPS, Kementerian LHK, AEER (diolah CELIOS). Peta di atas memvisualisasikan "Dampak Limbah Tailing: Konsentrasi
Smeltervs Indeks Kualitas Air (IKA)".

Data disajikan menggunakan pendekatan Triangulation Spatial Mapping. Tiga lapis data spasial (IKA BPS resmi, timbulan
limbah B3, dan laporan kasus sungai dari organisasi sipil) disandingkan secara paralel menggunakan proyeksi peta
tematik (Choropleth). Pendekatan ini secara visual membongkar kontradiksi antara narasi kualitas air versinegara
(paradoks angka IKA yang membaik) denganrealitas lapangan (timbulanlimbah dan laporan pencemaran yang parah) di
sentra hilirisasi.

Konsentrasi smelter nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara berimplikasi
pada meningkatnya timbulan limbah B3, terutama slag, tailing, dan residu proses
hidrometalurgi yang berpotensi mencemari badan air di sekitarnya. Peta di atas
memperlihatkan pola spasial yang konsisten: kedua provinsi tersebut merupakan
wilayah dengan estimasi timbulan limbah B3 tertinggi sekaligus mencatat
laporan kasus pencemaran sungai yang paling banyak. Pola ini menunjukkan
bahwa meningkatnya intensitas pengolahan mineral berpotensi meningkatkan
tekanan terhadap kualitas air melalui akumulasi limbah industri dan risiko
pelepasan kontaminan ke sungai maupun perairan pesisir. Meskipun tidak secara
langsung membuktikan hubungan sebab-akibat, kesesuaian antara konsentrasi
smelter, besarnya timbulan limbah, dan laporan pencemaran memberikan
indikasi kuat bahwa kawasan sentra industri menghadapi tekanan ekologis yang
lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.
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® Booming smelter nikel di Sulawesi juga
meningkatkan tekanan terhadap kualitas air
melalui akumulasi limbah industri dan risiko
pelepasan cemaran ke sungai maupun pesisir. o

Di sisi lain, IKA yang dipublikasikan BPS masih menempatkan Sulawesi Tengah
dan Sulawesi Tenggara pada kondisi air yang relatif lebih baik dibanding provinsi
lain. Perbedaan ini lebih menunjukkan keterbatasan indikator resmi dibandingkan
ketiadaan tekanan lingkungan. IKA lebih banyak merepresentasikan pencemaran
organik, sementara limbah industri nikel didominasi oleh logam berat dan residu
proses metalurgi yang tidak selalu tercermin secara memadai dalam indeks
tersebut.

Kepungan Asap: Kapasitas PLTU vs Indeks Kualitas Udara (IKU)

Ekspansiindustri pengolahan nikel di Sulawesi diikuti oleh peningkatan pesat
kapasitas PLTU captive yang memasok listrik bagi kawasan smelter. Di mana
untuk wilayah Sulawesi, 90%-nya berada di Sulawesi Tengah dan Sulawesi
Tenggara. Jika emisi dari pembakaran batu bara meningkat seiring pertumbuhan
kapasitas pembangkit, perubahan tersebut seharusnya juga tercermin pada
indikator kualitas udara.
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Sumber: Global Coal Plant Tracker (GEM) dan BPS (diolah CELIOS). Grafik kombinasi di atas memvisualisasikan "Semua PLTU
Batubara vs Penurunan Kualitas Udara (2010-2024)".
Data diproses menggunakan pendekatan Dual-Axis Time-Series Analysis. Kapasitas kumulatif ekspansi PLTU batubara
ditumpuk (stacked area) dan disandingkan dengan tren pergerakan rata-rata Indeks Kualitas Udara (IKU) di poros sumbu
Y yang terpisah. Persamaan agregasi historis yang digunakan adalah:
Kapasitas_Kumulatif__t = £(Kapasitas_Baru_t) + Kapasitas_Kumulatif_t-1




Hasil pemantauan satelit TROPOMI menunjukkan bahwa konsentrasi nitrogen
dioksida (NO2)—salah satu polutan utama hasil pembakaran batu
bara—meningkat secara nyata terutama di Sulawesi Tengah dan Sulawesi
Tenggara. Meskipun hubungan yang diamati belum cukup kuat untuk dinyatakan
meyakinkan secara statistik, matriks tetap menunjukkan pola yang konsisten.
Provinsi dengan kapasitas PLTU captive yang lebih besar cenderung mencatat
nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) yang lebih rendah dibandingkan provinsi dengan
kapasitas pembangkit yang lebih kecil. Temuan ini menunjukkan adanya indikasi
bahwa ekspansi PLTU captive berjalan seiring dengan penurunan kualitas udara
di wilayah sentra industri nikel.

Berbeda dengan temuan penginderaan jauh tersebut, Indeks Kualitas Udara (IKU)
yang dipublikasikan KLHK masih menempatkan kualitas udara di Sulawesi dalam
kategorirelatif baik selama periode ekspansi industri. Dua indikator yang sama-
sama dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi udara menghasilkan
pembacaan yang berbeda. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan apakah
sistem pemantauan IKU cukup sensitif untuk menangkap dampak pencemaran
yang dihasilkan sumber emisi industri berskala besar?

Emisi CO2 per Driver — Kontribusi terhadap Krisis lklim

Kehutanan Komersial -

Pertanian Bergulir (Masyarakat) .
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0 340 680
Total Emisi CO2 (Juta Ton)

Sumber: Global Forest Watch (diolah CELIOS). Grafik batang horizontal di atas memvisualisasikan "Emisi CO2 per Driver —
Kontribusi terhadap Krisis Iklim".

Data diproses menggunakan pendekatan Attributional Carbon Accounting. Total kehilangan tutupan hutan dikonversi
menjadi estimasi pelepasan karbon (Emisi CO2 dalam satuan Megagram) dan diatributkan ke masing-masing driver
utama (Pertambangan, Kehutanan, Pertanian). Persamaan agregasi emisi sektoral yang digunakan adalah:

Total _Emisi_Sektor_i = £(Luas_Deforestasi_Ha * Faktor_Emisi_CO2_per_Ha | Sektor_i)

Dampak lingkungan tersebut tidak berhenti pada penurunan kualitas udara.
Ekspansi industri nikel juga mengubah bentang hutan yang selama ini berfungsi
sebagai penyerap karbon, sehingga memperbesar emisi gas rumah kaca dari
perubahan tutupan lahan. Grafik berikut menguraikan kontribusi masing-masing
faktor pendorong deforestasi terhadap total emisi CO2. Hasilnya menunjukkan
bahwa sektor pertambangan dan perkebunan menyumbang sekitar 581,1 juta ton
COz2, atau sekitar 83% dari seluruh emisi yang berasal dari hilangnya tutupan
pohon di wilayah studi. Nilai ini jauh melampaui kategori penyebab lainnya.

Perbedaannya menjadi semakin jelas ketika dibandingkan dengan pertanian
bergulir yang selama ini kerap dikaitkan dengan deforestasi. Emisi dari kategori
tersebut hanya sekitar 35,6 juta ton COz2, atau 5% dari total emisi. Temuan ini
menunjukkan bahwa hilangnya cadangan karbon di Sulawesi terutama didorong
oleh perubahan penggunaan lahan berskala industri. Perlu dicatat bahwa
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estimasi ini hanya menghitung emisi akibat deforestasi dan belum memasukkan
emisi operasional dari PLTU captive yang memasok listrik ke kawasan smelter.
Dengan demikian, jejak karbon keseluruhan rantai produksi nikel kemungkinan
lebih besar daripada yang ditunjukkan pada grafik ini.

Ekspansi Kawasan Industri Mempercepat Laju Deforestasi

Hingga 2024, luas IUP dan kawasan industri di Sulawesi mencapai sekitar
1.185.174 hektare, dengan konsentrasi terbesar berada di Sulawesi Tengah.
Ekspansi ruang ini diikuti oleh hilangnya tutupan hutan dalam skala yang besar.
Selama periode 2014-2023, Pulau Sulawesi kehilangan sekitar 1juta hektare
tutupan pohon.

( 2\ 4 ~\
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Sumber: Global Forest Watch & Kementerian ESDM (diolah CELIOS). Animasi peta tematik di atas memvisualisasikan "Ekspansi
Kawasan Industrivs Deforestasi".

Data disajikan menggunakan pendekatan Spatiotemporal Animated Mapping. Ekspansi perizinan kawasan ekstraktif
(gelembung/bubble) disimulasikan secara dinamis seiring waktu (time-series) dan dilapiskan pada tingkat kehilangan
tutupan pohon (lapisan wilayah/choropleth). Pendekatan visual ini menunjukkan bagaimana deforestasi meningkat
selaras dengan pembengkakan izin konsesi dari tahun ke tahun.

Peta berikut memperlihatkan bagaimana ekspansi kawasan industri dan
deforestasi berkembang secara bersamaan dari tahun ke tahun. Warna provinsi
menunjukkan akumulasi kehilangan tutupan hutan, sedangkan ukuran lingkaran
merepresentasikan luas konsesi industri yang terus bertambah. Terlihat bahwa
provinsi dengan ekspansi konsesi terbesar—terutama Sulawesi Tengah dan
Sulawesi Tenggara—juga mengalami peningkatan deforestasi paling cepat
sepanjang periode pengamatan.

Pola ini menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara luas ekspansi industri
dan tingkat deforestasi. Dengan kata lain, pertumbuhan kawasan industri di
Sulawesi berlangsung seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap bentang
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hutan. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan merupakan

salah satu konsekuensi utama dari ekspansi hilirisasi nikel di tingkat tapak.
Untuk memahami sumber utama tekanan terhadap hutan Sulawesi, langkah

pertama adalah mengeliminasi kemungkinan bahwa deforestasi didorong secara
merata oleh seluruh kategori perubahan penggunaan lahan. Perbandingan antar-
driver menunjukkan pola yang sangat timpang. Sepanjang 2014-2023, sektor
pertambangan dan perkebunan bertanggung jawab atas sekitar 82,2% dari total
deforestasi Sulawesi. Sebaliknya, kontribusi pertanian bergulir hanya sekitar
55.905 hektare, atau 4,6% dari total kehilangan hutan.

Evolusi Temporal: Komposisi Driver Deforestasi (2014-2023)
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Sumber: Global Forest Watch (diolah CELIOS). Grafik area bertumpuk di atas memvisualisasikan "Evolusi Temporal: Komposisi
Driver Deforestasi(2014-2023)".

Data diproses menggunakan pendekatan Normalized Stacked Area Analysis. Luas deforestasi berdasarkan faktor
pendorong utama divisualisasikan dalam bentuk persentase relatif (100%) seiring berjalannya waktu. Pendekatan
komparatif inimenegaskan dominasi struktur pertambangan dibandingkan faktor alamiah.

Perbedaan ini memperlihatkan bahwa tekanan terbesar terhadap hutan Sulawesi
berasal dari ekspansi penggunaan lahan berskala industri, bukan dari aktivitas
masyarakat skala kecil yang selama ini kerap dikaitkan dengan deforestasi.
Secara kumulatif, luas hutan yang hilang akibat pertambangan dan perkebunan
hampir delapan belas kali lebih besar dibandingkan kehilangan hutan yang
dikaitkan dengan pertanian bergulir. Dengan kata lain, setelah kontribusi driver
lain dieliminasi, deforestasi Sulawesi secara dominan terkonsentrasi pada
ekspansi sektor ekstraktif.

@ Luas deforestasi akibat pertambangan
dan perkebunan skala masif di Sulawesi
hampir delapan belas kali lebih besar
dibandingkan akibat pertanian bergulir. ¢
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Hilangnya Biodiversitas

Tekanan ekologis akibat ekspansi industri nikel tidak hanya tercermin pada
hilangnya tutupan hutan, tetapi juga pada penyusutan habitat satwa endemik
Sulawesi. Sebagai pulau yang terisolasi secara evolusioner di kawasan Wallacea,
Sulawesi memiliki tingkat endemisitas yang tinggi sehingga kehilangan habitat
berpotensi berujung pada kepunahan lokal yang tidak dapat digantikan. Karena
itu, langkah pertama adalah menguji apakah kawasan industri berkembang pada
ruang yang juga menjadi habitat spesies endemik.

Peta Spasial
Penampakan Satwa Endemik
Sulawesi (Data GBIF)

L

nod y

Driver Deforestasi

M Babyrousa celebensis
M Babyrousababyrussa
M Bubalus depressicornis
M Bubalus quarlesi

Il Macacanigra

M Macrocephalon maleo
M Tarsius tarsier

Sumber: GBIF (Global Biodiversity Information Facility) (diolah CELIOS). Peta sebaran di atas memvisualisasikan "Kehancuran
Biodiversitas: Satwa Endemik".

Data diproses menggunakan pendekatan Geospatial Occurrence Mapping. Titik-titik koordinat kemunculan
(*occurrence*) spesies endemik Sulawesi dipetakan secara presisi di atas kanvas spasial. Sebaran biodiversitas ini
menjadi alarm ekologis ketika disandingkan (di-*overlay*) dengan peta ekspansi tambang dan deforestasi di wilayah
yang sama.

Data spasial dari Global Biodiversity Information Facility (GBIF) menunjukkan 269
titik penampakan dari tujuh spesies endemik utama, termasuk anoa (Bubalus
quarlesi dan Bubalus depressicornis), babirusa (Babyrousa celebensis), tarsius
(Tarsius spp.), dan yaki (Macaca nigra). Ketika titik-titik tersebut di-overlay
dengan batas IUP dan kawasan industri nikel, terlihat bahwa sebagian besar
lokasi penampakan berada di dalam atau berdekatan dengan wilayah ekspansi
industri, terutama di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Pola ini
menunjukkan bahwa perluasan industri nikel (baik pertambangan atau
pengolahannya) mengancam kawasan yang juga merupakan habitat satwa
endemik.
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Status Konservasi lUCN Red List (Validasi Ancaman Tambang)

Scientific Name Common Name | Status Population Trend | Mining Threat
Babyrousa Sulawesi Vulnerable Decreasing
celebensis Babirusa
Babyrousa Hairy Babirusa Al o)l Decreasing
babyrussa
Bubalus Lowland Anoa Endangered Decreasing
depressicornis
Bubalus quarlesi MountainAnoa [=jleElgle[s]¢=le| Decreasing
Macacanigra Celebes Critically Decreasing

Crested Endangered
Macaque
Macrocephalon Maleo Critically Decreasing
maleo Endangered
Tarsius tarsier Spectral Tarsier RQEIEISE Decreasing No

Sumber: [UCN Red List (diolah CELIOS). Tabel di atas merangkum "Status Konservasi [IUCN Red List (Validasi Ancaman Tambang)".

Data diproses menggunakan pendekatan Extinction Risk Assessment. Spesies endemik diklasifikasikan berdasarkan
status kepunahan IUCN (Critically Endangered, Endangered, dll) dan tren populasinya. Evaluasi tambahan dilakukan
untuk secara eksplisit menyorot ancaman pertambangan (Mining Threat) sebagai pendorong utama kepunahan biologis
diSulawesi.

Temuan tersebut konsisten dengan data IUCN Red List. Dari tujuh spesies yang
dianalisis, dua berstatus ‘critically endangered’, dua ‘endangered’, dan tiga
‘vulnerable’. Pada spesies-spesies tersebut, aktivitas pertambangan secara
eksplisit dicantumkan sebagai salah satu ancaman utama terhadap
kelangsungan populasinya. Dengan demikian, tekanan terhadap biodiversitas di
Sulawesi juga disumbang dari ekspansi kawasan industri.

© Ekspansi pertambangan nikel
adalah ancaman utama
terhadap kelangsungan populasi
satwa endemik Sulawesi. Q
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BEBAN KESEHATAN
YANG DITANGGUNG MASYARAKAT

Dampak hilirisasi nikel tidak berhenti pada perubahan kualitas lingkungan, tetapi juga
berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Penurunan
kualitas udara, pencemaran air, peningkatan limbah berbahaya, serta perubahan bentang
alam merupakan faktor-faktor yang secara teoritis dapat meningkatkan risiko berbagai
penyakit. Namun, hubungan tersebut perlu dibuktikan secara empiris. Pertanyaan
utamanya adalah apakah wilayah yang menjadi sentra pertambangan dan pengolahan
nikel benar-benar menanggung beban kesehatan yang lebih besar dibandingkan wilayah
Sulawesi yang tidak mengalami ekspansi industri pada skala yang sama.

O Sentra pertambangan dan pengolahan nikel
menanggung beban kesenhatan yang lebih besar
dibandingkan wilayah-wilayah lain di Sulawesl. Q

Bab ini menguiji pertanyaan tersebut dengan membandingkan indikator kesehatan antara
kawasan sentra industri dan non-sentra industri di Pulau Sulawesi. Analisis disusun melalui
empat jalur paparan utama, yaitu hubungan antara penurunan kualitas udara dan
peningkatan kasus ISPA serta pneumonia; pencemaran air dan prevalensi diare;
perubahan bentang alam dan kemunculan penyakit zoonosis; serta akumulasi limbah B3
sebagai sumber risiko kesehatan yang belum sepenuhnya terukur. Seluruh temuan
kemudian dihadapkan pada distribusi fasilitas kesehatan untuk menilai apakah wilayah
yang menanggung tekanan lingkungan terbesar juga memiliki kapasitas layanan
kesehatan yang memadai.
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Penurunan IKU dan Ledakan Penyakit ISPA/Pneumonia

Langkah pertama adalah menguiji apakah beban penyakit pernapasan memang
lebih tinggi di wilayah sentra pertambangan dan pengolahan nikel dibandingkan
wilayah non-sentra. Perbandingan antarwilayah menunjukkan perbedaan yang
cukup jelas. Selama data over year yang didapat, rata-rata kasus ISPA dan
pneumonia di provinsi sentra industri mencapai sekitar 5.353 kasus per tahun,
sedangkan provinsi non-sentra mencatat rata-rata sekitar 2.634 kasus. Dengan
kata lain, beban penyakit pernapasan di kawasan sentra industri hampir dua kali
lebih tinggi dibandingkan wilayah Sulawesi lainnya.

Kasus ISPA/Pneumonia
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Sumber: Panel Data Gabungan CELIOS (Kemenkes & BPS). Grafik di atas memvisualisasikan "Tren Historis Insiden Beban
Penyakit".

Data diproses menggunakan pendekatan Longitudinal Incidence Tracking. Ledakan kasus penyakit diukur secara time-
series dari tahun ke tahun, dan dinormalisasi (Insiden per 10.000 Penduduk) agar perbandingan antar wilayah menjadi
mutlak dan apple-to-apple. Pendekatan inimengungkap pola eskalasi kronis seiring dengan masifnya operasiindustri
berat. Formula normalisasi yang digunakan adalah: Insiden_Relatif _t = (Total_Kasus_t / Populasi_Total) * 10.000

Perbedaan ini kemudian dibandingkan dengan kondisi kualitas udara. Hasil
analisis menunjukkan bahwa wilayah dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) yang
lebih rendah cenderung mencatat jumlah kasus ISPA dan pneumonia yang lebih
tinggi. Hubungan tersebut juga konsisten secara statistik, sehingga menunjukkan
adanya korelasi yang signifikan antara penurunan kualitas udara dan
meningkatnya beban penyakit pernapasan. Temuan ini mengindikasikan bahwa
tekanan terhadap kualitas udara di kawasan sentra industri diikuti oleh
peningkatan beban kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Pencemaran Air dan Lonjakan Prevalensi Diare

Analisis berikutnya menguji apakah penurunan kualitas air di kawasan hilirisasi
juga diikuti oleh peningkatan penyakit berbasis air, khususnya diare. Indeks
Kualitas Air (IKA) digunakan sebagai indikator kondisi air permukaan yang disusun
dari berbagai parameter fisik dan kimia, termasuk BOD, COD, TSS, pH, serta
parameter pencemar lainnya. Semakin rendah nilai IKA, semakin rendah pula
kualitas air yang tersedia bagi masyarakat. Jika ekspansi industri meningkatkan
tekanan terhadap sumber daya air, maka wilayah dengan IKA yang lebih rendah
seharusnya juga menunjukkan beban penyakit diare yang lebih tinggi.
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Tren Historis Kasus Diare Dilayani
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Sumber: Panel Data Gabungan CELIOS (Kemenkes & BPS). Grafik di atas memvisualisasikan "Tren Historis Insiden Beban
Penyakit".

Data diproses menggunakan pendekatan Longitudinal Incidence Tracking. Ledakan kasus penyakit diukur secara time-
series dari tahun ke tahun, dan dinormalisasi (Insiden per 10.000 Penduduk) agar perbandingan antar wilayah menjadi
mutlak dan apple-to-apple. Pendekatan inimengungkap pola eskalasi kronis seiring dengan masifnya operasi industri
berat. Formula normalisasi yang digunakan adalah: Insiden_Relatif _t = (Total_Kasus_t / Populasi_Total) * 10.000

Beban Diare vs Indeks Kualitas Air (Rata-Rata per Provinsi)
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Namun, hasil analisis panel enam provinsi di Sulawesi selama periode 2016-2024
menunjukkan bahwa hubungan antara IKA dan jumlah kasus diare belum cukup
kuat untuk dinyatakan signifikan secara statistik.

Temuan ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa pencemaran air tidak
berdampak terhadap kesehatan. Sebaliknya, hasil tersebut memperlihatkan
keterbatasan IKA sebagai indikator untuk menangkap paparan yang bersifat
lokal. Sebagaimana ditunjukkan pada bab sebelumnya, IKA dihitung sebagai
rata-rata tingkat provinsi dan lebih banyak merepresentasikan parameter
pencemaran umum, sehingga perubahan kualitas air di sekitar kawasan tambang
dan smelter dapat tertutupi oleh kondisi wilayah lain yang relatif tidak tercemar.
Akibatnya, hubungan antara pencemaran air dan penyakit diare menjadi kurang
terlihat ketika dianalisis pada skala agregat provinsi.

Dengan demikian, ketiadaan hubungan yang signifikan lebih tepat dipahami
sebagaiindikasi bahwa dampak kesehatan akibat pencemaran air kemungkinan
terjadi pada skala yang lebih lokal daripada yang mampu ditangkap oleh
indikator provinsi. Temuan ini sekaligus memperkuat analisis pada bab kualitas
lingkungan bahwa evaluasi dampak hilirisasi memerlukan indikator dengan
resolusi spasial yang lebih tinggi, terutama di kawasan yang berbatasan langsung
dengan aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel.
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Anomali Zoonosis: Dampak Ekspansi Industri di Level Tapak

Perubahan bentang alam akibat ekspansi pertambangan dan pengolahan nikel
tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga berpotensi
mengubah dinamika penyakit zoonosis di tingkat tapak. Pembukaan hutan,
terbentuknya genangan pada bekas aktivitas tambang, pertumbuhan
permukiman pekerja, serta perubahan sistem drainase menciptakan kondisi yang
lebih mendukung bagi perkembangan nyamuk pembawa penyakit.' Karena itu,
demam berdarah dengue (DBD) dan malaria digunakan sebagai indikator untuk
melihat apakah kawasan industri juga menanggung beban zoonosis yang lebih
besar dibandingkan wilayah non-ekstraktif.

Rata-rata Kasus DBD: Kabupaten Industri Ekstraktif vs Non-Ekstraktif
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Sumber: BPS Demografi(diolah CELIOS). Grafik batang komparatif di atas memvisualisasikan "Rata-rata Kasus DBD: Kabupaten
Industri vs Non-Ekstraktif".

Data diproses menggunakan pendekatan Demographic Health Proxy. Insiden DBD digunakan sebagaiindikator
sekunder (proxy) untuk mengukur tekanan lingkungan permukiman (sanitasi, drainase, kepadatan). Beban kasus DBD
disandingkan secara agregat berdasarkan keberadaan mega-proyek smelter, mengindikasikan bahwa ledakan populasi
pekerjatambang tidak diimbangi dengan daya dukung infrastruktur kesehatan lingkungan. Rasio perbandingan
populasinya adalah: Rasio_Tekanan_Populasi = p(Kasus_DBD_Smelter) / y(Kasus_DBD_NonSmelter)

Data Dinas Kesehatan menunjukkan akumulasi 3.111 kasus zoonosis di wilayah
lingkar tambang dan smelter aktif di Sulawesi Tengah selama periode
pengamatan. Perbandingan rata-rata kasus DBD memperlihatkan pola yang
konsisten, di mana kabupaten industri mencatat sekitar 47,5 kasus per
kabupaten-tahun, sedangkan kabupaten non-ekstraktif sekitar 15,5 kasus atau
sekitar tiga kali lebih rendah. Perbedaan tersebut semakin mencolok pada 2024
ketika rata-rata kasus DBD di kabupaten industri mencapai 125 kasus, sementara
kelompok non-ekstraktif berada di kisaran 31 kasus.

1 Magalhées, A.R.,Codeco, C.T., Svenning, J. C., Escobar, L. E., Van de Vuurst, P., & Gongalves-Souza, T. (2023). Neglected tropical diseases risk
correlates with poverty and early ecosystem destruction. Infectious Diseases of Poverty, 12(1), 32.
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Tren Lonjakan Kasus MALARIA Tingkat Kabupaten (2019-2024)
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Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi(diolah CELIOS). Grafik garis interaktif di atas memvisualisasikan "Tren Lonjakan Kasus Zoonosis
Tingkat Kabupaten".

Data diproses menggunakan pendekatan Spatiotemporal Trend Tracking. Insiden penyakit bersumber binatang diplot
sepanjang waktu (2019-2024) dengan membedah trajektori antara wilayah pusat pertambangan (ditandai dengan garis
tebal dan titik puncak/peak) versus wilayah agraris. Lonjakan ekstrem di Morowali/Banggai memvalidasi teori Ecological
Niche Perturbation akibat masifnya pembukaan lahan. Persamaan lintasan puncaknya dirumuskan sebagai:
A_Kasus_Ekstraktif = max(Kasus_t) - min(Kasus_t) | Region € {Lingkar Tambang}

Pola yang sama juga terlihat pada malaria. Lonjakan paling tajam terjadi di
Morowali Utara pada 2024, jauh lebih tinggi dibandingkan sebagian besar
kabupaten pembanding. Secara keseluruhan, wilayah lingkar tambang dan
smelter mencatat rata-rata sekitar 62,6 kasus malaria per tahun, mengindikasikan
bahwa kawasan dengan tekanan industri yang tinggi juga menanggung beban
penyakit zoonosis yang lebih besar. Temuan ini tidak menunjukkan bahwa
aktivitas smelter merupakan penyebab tunggal meningkatnya DBD maupun
malaria. Namun, konsistensi pola di wilayah industri menunjukkan bahwa
perubahan bentang alam, pertumbuhan permukiman, dan degradasi kualitas
lingkungan perlu dipertimbangkan sebagai faktor yang berkontribusi terhadap
meningkatnya risiko penyakit di kawasan ekstraktif.

Beban Limbah Beracun (B3): Eksternalitas Kesehatan yang
Diabaikan

Operasi pertambangan dan pengolahan nikel menghasilkan timbulan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam jumlah sangat besar yang menjadi
salah satu sumber tekanan kesehatan lingkungan di Pulau Sulawesi. Limbah ini
mencakup tailing, slag, residu proses High Pressure Acid Leaching (HPAL), serta
air limbah tambang yang mengandung logam berat seperti nikel (Ni), kromium
(Cr), kadmium (Cd), dan arsenik (As)’. Paparan terhadap senyawa tersebut
berpotensi menurunkan kualitas lingkungan melalui pencemaran tanah, air, dan
udara, sekaligus meningkatkan risiko gangguan kesehatan, mulai dari penyakit
pernapasan dan penyakit kulit hingga dampak kronis akibat akumulasilogam
berat di dalam tubuh.

2 Mustafa, M., Maulana, A., Irfan, U. R., & Tonggiroh, A. (2023, March). Geochemical assessment of heavy metals in postmining laterite nickel, North
Konawe Southeast Sulawesi. In/OP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1151, No. 1, p. 012024). IOP Publishing.
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Distribusi Beban Limbah B3 per Provinsi
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Sumber: LaporanInvestigasi (NGO): AEER, Earthworks, dan WALHI. (diolah CELIOS). Grafik batang di atas memvisualisasikan
"Distribusi Timbulan Limbah B3".

Data diproses menggunakan pendekatan Toxicological Burden Aggregation. Jutaan ton limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) —mulai dari terak nikel (slag), tailing, hingga limbah elektronik— diakumulasikan per provinsi. Beban ekologis
ekstreminimemotret secarajelas residu kotor dari hilirisasi tambang yang diam-diam mencemari tubuh lingkungan di
sekitar kawasan industri. Formula agregasinya adalah:

Beban_Ekologis_B3_Prov_i = £(Volume_Limbah_Ton | Sektor_Tambang)

Data kompilasi dari AEER, WALHI, JATAM, serta berbagai kajian akademis
menunjukkan bahwa industri nikel di Pulau Sulawesi menghasilkan sekitar 32,8
juta ton limbah B3 setiap tahun. Grafik memperlihatkan beban tersebut
terkonsentrasi hampir seluruhnya di Sulawesi Tengah (25,3 juta ton/tahun) dan
Sulawesi Tenggara (6,5 juta ton/tahun), dua provinsi yang juga menjadi
episentrum pertambangan dan smelter nikel. Dominasi timbulan limbah pada
kedua wilayah tersebut menunjukkan bahwa intensitas aktivitas industri diikuti
oleh peningkatan tekanan pencemaran yang jauh lebih besar dibandingkan
provinsi lain di Sulawesi.

Distribusi Timbulan B3 Berdasarkan Jenis Limbah
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Sumber: Laporan Investigasi (NGO): AEER, Earthworks, dan WALHI (diolah CELIOS). Grafik batang di atas memvisualisasikan
"Distribusi Timbulan Limbah B3".

Data diproses menggunakan pendekatan Toxicological Burden Aggregation. Jutaan ton limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) —mulai dari terak nikel (slag), tailing, hingga limbah elektronik— diakumulasikan per provinsi. Beban
ekologis ekstrem ini memotret secara jelas residu kotor dari hilirisasi tambang yang diam-diam mencemari tubuh
lingkungan di sekitar kawasan industri. Formula agregasinya adalah:

Beban_Ekologis_B3_Prov_i = Z(Volume_Limbah_Ton | Sektor_Tambang)

Komposisi limbah didominasi oleh slag dan tailing dengan total sekitar 44 juta
ton per tahun. Kedua jenis limbah ini masih mengandung berbagai logam berat
dan berpotensi menghasilkan lindi (leachate) yang mencemari tanah maupun
badan air apabila tidak dikelola secara memadai’. Selain itu, partikel halus dari
timbunan slag dapat menjadi sumber paparan debu di kawasan permukiman

3 Ettler, V., Kvapil, )., Sebek, O., Johan, Z., Mihaljevi¢, M., Ratié, G., ... & Quantin, C. (2016). Leaching behaviour of slag and fly ash from laterite nickel ore
smelting (Niqueléndia, Brazil). Applied Geochemistry, 64,118-127.
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sekitar industri sehingga memperbesar risiko gangguan kesehatan masyarakat
yang tinggal di wilayah penyangga.

Sebaran limbah B3 tersebut juga sejalan dengan pola beban kesehatan yang
ditemukan pada provinsi-provinsi sentra industri. Wilayah dengan timbulan
limbah terbesar merupakan wilayah yang menunjukkan penurunan kualitas udara
dan kualitas air yang paling nyata serta beban penyakit pernapasan dan diare
yang relatif lebih tinggi. Meskipun hubungan tersebut tidak dapat diartikan
sebagai hubungan sebab-akibat tunggal, akumulasi limbah B3 dalam skala
puluhan juta ton setiap tahun menunjukkan bahwa biaya kesehatan dari hilirisasi
nikel tidak berhenti pada proses produksi, tetapi terus berlanjut melalui paparan
pencemar yang harus ditanggung masyarakat dalam jangka panjang.

Kesenjangan Fasilitas Kesehatan di Kawasan Ekstraktif

Asumsi bahwa ekspansi industri akan diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan
publik tidak sepenuhnya tercermin pada sektor kesehatan. Perbandingan antara
provinsi sentra industri dan non-sentra menunjukkan bahwa wilayah dengan
konsentrasi pertambangan dan pengolahan nikel justru memiliki ketersediaan
fasilitas kesehatan yang relatif lebih rendah. Jumlah rumah sakit di dua provinsi
sentra industri tercatat 40 unit, lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah
rumah sakit di wilayah non-sentra. Kawasan sentra yang menanggung beban
morbiditas ISPA 2 kali lipat justru mengalami defisit rumah sakit sebesar -27,3%.

Ketimpangan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan (Rata-rata per Provinsi, 2024)
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Sumber: Kementerian Kesehatan Rl (diolah CELIOS). Grafik batang horizontal di atas memvisualisasikan "Ketimpangan
Ketersediaan Fasilitas Kesehatan".

Data diproses menggunakan pendekatan Comparative Stratified Analysis. Ketersediaan infrastruktur kesehatan dasar
(Puskesmas dan Rumah Sakit) dipisahkan berdasarkan rezim spasial: Sentra Industri Ekstraktif vs Non-Sentra.
Pendekatan inimenelanjangiilusi kesejahteraan, di mana wilayah yang diklaim sebagai 'pusat pertumbuhan ekonomi'
justru mengalami stagnasiinfrastruktur layanan kesehatan. Persamaan agregasi komparatif yang digunakan adalah:
Kesenjangan_Faskes = y(Faskes_Sentra) << p(Kebutuhan_ldeal)

Temuan ini menjadi penting ketika dibaca bersama hasil analisis pada subbab
sebelumnya yang menunjukkan bahwa provinsi sentra industri memiliki beban
penyakit pernapasan dan penyakit berbasis lingkungan yang lebih tinggi. Dengan
kebutuhan pelayanan kesehatan yang meningkat, kapasitas fasilitas yang relatif
lebih rendah berpotensi memperbesar tekanan terhadap sistem pelayanan
kesehatan, baik dari sisi akses, waktu penanganan, maupun kapasitas layanan.
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Keterbatasan fasilitas kesehatan juga memiliki implikasi terhadap interpretasi
data epidemiologi. Wilayah dengan akses layanan yang lebih terbatas cenderung
memiliki peluang underreporting yang lebih tinggi karena tidak seluruh penderita
memperoleh diagnosis atau tercatat dalam sistem pelaporan kesehatan. Dengan
demikian, prevalensi ISPA, pneumonia, diare, maupun penyakit lainnya yang
ditampilkan dalam analisis ini berpotensi merepresentasikan estimasi minimum
(lower-bound estimate) dari beban penyakit yang sebenarnya terjadi di kawasan
sentra industri.

© Peningkatan aktivitas pertambangan
dan pengolahan nikel di Sulawesi
nyatanya tidak diikuti dengan
peningkatan pelayanan kesehatan
di wilayah terdampak. Q

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas industri
tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan kapasitas layanan kesehatan di
wilayah terdampak. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan
antara bertambahnya tekanan lingkungan dan kebutuhan pelayanan kesehatan
dengan ketersediaan infrastruktur kesehatan yang tersedia bagi masyarakat.

£ | Dokumentasi CELIOS, 2026
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DEMOGRAFI DAN STRUKTUR SOSIAL

Tekanan Demografi di Kabupaten Lingkar Industri

Laporan ini memeriksa tujuh kabupaten menjadi lokasi fasilitas pengolahan
(smelter) nikel di Sulawesi, yaitu Banggai, Kolaka, Konawe, Konawe Utara, Luwu
Timur, Morowali, dan Morowali Utara dengan total penduduk sekitar 1,59 juta jiwa
pada 2024. Rata-rata pertumbuhan penduduk tahunan di kabupaten smelter
tercatat 3.36%, lebih tinggi dibanding kabupaten non-smelter nikel di Sulawesi
dengan pertumbuhan sekitar 2.03%.

Sebaran Laju Pertumbuhan Penduduk (YoY)
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Tabel Rincian Metrik Anatomi Boxplot

Upper . Lower .

0, O, O, 0, O,
Max (%) Fence (%) Q3(%) Median(%) Q1(%) Fence (%) Min (%)
Kabupaten Industri Ekstraktif 20,34 4,22 2,78 2,00 1,50 -0,10 -7,76
Kabupaten Non-Ekstraktif 14,80 3,61 1,90 1,15 0,69 -0,89 -6,73
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Tekanan demografi dapat terbaca melalui pola perubahan jumlah penduduk
pada mobilitas tenaga kerja dan aktivitas ekonomi akibat industri nikel. Rata-rata
pertumbuhan penduduk di kabupaten smelter yang lebih tinggi dibanding
kabupaten non smelter menunjukkan adanya daya tarik ekonomi pada industri ini.
Meskipun perbedaan persentasenya tidak terlalu signifikan, namun tidak
menutup fakta bahwa kabupaten dengan smelter memiliki tekanan demografi
lebih tinggi. Ini terjadi karena mobilitas tenaga kerja di industri ini tidak hanya
berasal dari wilayah Sulawesi semata.

Temuan tersebut memperkuat temuan CELIOS (2024) yang mengindikasikan
pola boom and bust: pertumbuhan industri dapat menarik pekerja dan penduduk
secara cepat pada fase pembangunan, lalu diikuti penurunan ketika kebutuhan
tenaga kerja menyusut atau terjadi penghentian aktivitas.” Hal ini menunjukkan
bahwa tekanan demografi akibat hilirisasi tidak cukup dibaca pada tingkat
provinsi atau melalui rata-rata antar kabupaten. Tanpa melakukan penelusuran
lebih rinci, ini membuat beban sosial dan lingkungan masyarakat terabaikan dan
tidak terbaca dalam data manapun. Perlu upaya untuk memperkuat pemantauan
pada tingkat kabupaten dan kawasan industri, termasuk perubahan penduduk,
kebutuhan layanan dasar, pasar kerja, dan tekanan lingkungan, agar konsentrasi
beban sosial yang tersembunyi dalam data agregat.

Kepadatan dan Kapasitas Layanan

Rata-rata kepadatan penduduk di kabupaten lingkar industri tercatat 42,7 jiwa
per kilometer persegi. Sementara wilayah di luar lingkar industri mencapai 438,3
jiwa per kilometer persegi. Kabupaten yang menjadi pusat industri ekstraktif
justru sepuluh Kkali lebih jarang penduduknya.

Rata-rata Kepadatan Penduduk: Kabupaten Industri Ekstraktif vs Non-Ekstraktif
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Perbandingan antara sentra dan non-sentra industri perlu dibaca lebih hati-hati.
Wilayah non-sentra memasukkan kawasan perkotaan seperti Makassar (ibukota
Provinsi Sulawesi Selatan) dan Manado (ibukota Provinsi Sulawesi Utara), yang
kepadatannya terbentuk lewat proses yang sama sekali berbeda. Akibatnya,
perbandingan kepadatan antara wilayah sentra dan non-sentra industri
pertambangan tidak selalu setara. Kabupaten lingkar industri berwilayah luas
dengan penduduk yang tersebar, sementara pertambahan penduduknya sendiri

4 Adhinegara, Bhima Yudhistira et al. Economic and Health Impact of Nickel Processing Industry. Jakarta: CELIOSx CREA
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datang cepat dan terpusat di sekitar pabrik. Agar perbandingannya adil, wilayah
perkotaan seharusnya dikeluarkan dari kelompok pembanding, sehingga yang
disandingkan sama-sama kabupaten dengan karakter ruang yang serupa.

Selama kota ikut dimasukkan sebagai pembanding, kepadatan tidak akan
pernah menangkap tekanan di wilayah tambang. Padahal bebannya nyata
dengan bentuknya khas, di mana penduduk kabupaten tetap tersebar, tetapi
pertambahannya menumpuk di satu atau dua kecamatan di sekitar pabrik.
Sementara puskesmas, sekolah, air bersih, dan sanitasi direncanakan dari rasio
terhadap penduduk satu kabupaten penuh, sehingga rasio itu akan selalu terlihat
cukup sementara kecamatan yang menanggung pertambahan penduduk
kekurangan. Pertambahan penduduk mengendap di beberapa kecamatan
sekitar pabrik, tapi layanan publiknya dihitung untuk satu kabupaten penuh. Ini
menjadi penyebab kekurangan itu tidak pernah muncul di angka.

Pergeseran Struktur Ekonomi dari Basis Agraris ke Blok
Ekstraktif-Industrial

Perubahan yang paling terukur terjadi pada struktur ekonomiregional. Di
Sulawesi Tengah, sumbangan pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap
ekonomi daerah turun dari 34,39% pada 2014 menjadi 15,80% pada 2024, atau
dari sekitar sepertiga menjadi seperenam. Pada periode yang sama, gabungan
pertambangan dan industri pengolahan naik dari 15,45% menjadi 55,82%, atau
dari seperenam menjadi lebih dari separuh. Keduanya praktis bertukar tempat:
pertanian berganti menjadi pertambangan. Keduanya saling kontradiktif. Maka
pertumbuhan industri pertambangan telah mengorbankan sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan.

Komposisi PDRB Sektor Kunci — Sulawesi Tengah
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Perlu dicatat bahwa yang turun adalah porsi sektor pertaniannya, bukan nilai
produksi. Pertanian tidak berhenti berproduksi, ia hanya mengecil di hadapan
tambang yang membesar berkali lipat. Tepat pada titik ini lah persoalannya.
Tambang menyerap sedikit pekerja dan sebagian besar didatangkan dari luar,
sementara mayoritas warga Sulawesi Tengah tetap hidup dari pertanian. Mereka
tidak berpindah pekerjaan, yang berpindah adalah perhatian negara, lewat izin,
insentif, dan penetapan proyek strategis. Pertanian di sini bukan kalah bersaing
di pasar, melainkan ditinggalkan kebijakan. Sektor yang menghidupi paling
banyak orang justru paling lemah posisinya dalam perencanaan daerah.

Kemiskinan di Tengah Pertumbuhan

Temuan paling menentukan justru datang dari indikator yang jarang dikaitkan
dengan lingkungan. Daerah yang ekonominya paling bergeser ke tambang justru
termasuk yang paling miskin di Sulawesi. Kekayaan yang digali dari wilayahnya
tidak berhenti di situ, dan kemiskinannya tidak ikut turun ketika ekonominya
melonjak.

' N
Variabel Bebas (X) Variabel Terikat (Y) Chi-Square P-Value Odds Ratio
|\ v
Indeks pergeseran Persentase 47.541 0,000 3,20
(B+C)/A penduduk miskin
PorsiPDRBtambang+ Persentase 40.577 0,000 2,93
industri (B+C) penduduk miskin
Porsi PDRB industri Persentase 8.061 0,005 0,62
pengolahan (C) penduduk miskin

Selama ini pertumbuhan dipakai sebagai alasan investasi masuk, sektor tambang
membesar, angka ekonomi daerah naik, dan itu dianggap cukup untuk
membenarkan ongkos lingkungannya. Data menunjukkan pembenaran itu tidak
berlaku. Pertumbuhan ekonomi tidak akan dirasakan oleh orang yang tinggal di
atas tanah yang digali. Pada akhirnya, daerah yang paling bergantung pada
tambang bukan daerah yang paling sejahtera di Sulawesi, melainkan sebaliknya.
Satu hal yang belum bisa dijawab dari data ini adalah apakah kemiskinannya
bertambah dari tahun ke tahun, karena yang diperbandingkan adalah antar
daerah dalam waktu yang bersamaan, bukan perubahan satu daerah sepanjang
waktu.
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KONFLIK SOSIAL DAN
RESISTENSI MASYARAKAT

Konflik agraria di wilayah ekstraktif umumnya dilaporkan sebagai statistik: jumlah kasus
per tahun, naik atau turun, dengan puncak yang ditandai dan dijelaskan. Basis data konflik
agraria di Indonesia merupakan catatan pendokumentasian, bukan catatan kejadian;
jumlah kasus pada suatu tahun mencerminkan gabungan dari berapa banyak konflik yang
terjadi dan berapa besar kapasitas organisasi masyarakat sipil menjangkau serta
mencatatnya. Kurva eskalasi yang tampak tajam sebagian merupakan bayangan dari
pertumbuhan jaringan advokasi itu sendiri. Hal ini nampak berbeda karena kapasitas
pendokumentasian meningkat pesat setelah pertengahan 2000-an. Secara tipologis,
pertanyaannya bukan berapa banyak konflik bertambah, melainkan melalui bentuk apa
saja ruang hidup masyarakat berpindah tangan, siapa berhadapan dengan siapa, dan
dengan cara apa penolakan dijawab.

Skala Konflik Agraria di Sulawesi

Basis data konflik agraria mencatat 95 kasus konflik di Sulawesi, dengan 90.582
jiwa terdampak dan melibatkan 59 komunitas. Sebanyak 51 kasus—lebih dari
separuhnya—belum ditangani. Terdapat tiga sektor menyumbang 82,1% dari
seluruh catatan: kehutanan 30 kasus, perkebunan 25 kasus, dan pertambangan
23 kasus. Sisanya tersebar pada infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional
sebanyak 13 kasus, serta pariwisata dan pesisir 3 kasus.
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MELAMPAUI BATAS

s N N N N
Total Korban Status: Komunitas
Kasus Konflik Terdampak Belum Ditangani Terdampak
kasus Jiwa kasus komunitas
Catataninsiden Estimasijumlah warga Kasus sengketayang Kelompok tanidan
sengketa agrariadan yang terdampak oleh masih dalam proses komunitas lokal yang
tata gunalahan. konflik sengketalahan. penanganan. terlibat dalam sengketa.
N AN AN AN J
s N N N
Sektor Perkebunan Sektor Kehutanan Sektor Pertambangan
kasus kasus kasus
Sengketa tumpang tindih Sengketa batas kawasan Sengketa alokasilahan
Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan hutan produksi dan konservasi untuk operasi pertambangan
denganlahan masyarakat. dengan wilayah kelola lokal. dan fasilitas hilirisasi.

N AN AN J
s N N N N
Infrastruktur Pariwisata Keterlibatan Keterlibatan

& PSN & Pesisir Pemerintah Korporasi
kasus kasus kasus kasus
Sengketa pengadaan Sengketa pemanfaatan Keterlibatan instansi Entitas BUMN atau swasta
tanah untuk Proyek wilayah pesisirdan pemerintah dalam fasilitasi yang terlibat dalam
Strategis Nasional. kawasan pariwisata. atau sengketalahan. sengketalahan.
N J J J J

Sumber: basis data Konsorsium Pembaruan Agraria dan Tanahkita.id, diolah CELIOS.

Selain angka jumlah kasus, terdapat angka yang juga perlu untuk dibaca, yaitu
jumlah kasus yang menggantung. Konflik yang tidak selesai bukan berarti hilang.
la mengendap dan menjadi keadaan sehari-hari. Mulai dari status lahan yang
tidak pasti, terputusnya akses, dan keretakan hubungan dengan sesama yang

tidak pernah pulih.

© Sayangnya, konflik agraria tidak masuk dalam
satu pun variabel D3TLH. Instrumen yang diukur
hanyalah soal air, lahan, udara, laut, dan
keanekaragaman hayati. Sementara
konflik ruang dianggap urusan
pertanahan dan ketertiban.

Padahal konflik atas ruang muncul persis ketika dua klaim atas satu ruang tidak
lagi bisa dipenuhi bersamaan, yaitu ketika kapasitas ruang itu habis. Jika Bab
sebelumnya menunjukkan beban yang hilang karena satuan ukurnya terlalu besar.
Maka bab ini menunjukkan beban yang tidak pernah masuk daftar ukur sama

sekali.

o
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Perebutan Ruang

Perebutan ruang di Sulawesi tidak berlangsung lewat satu cara. Tiap sektor
memakai instrumen hukum yang berbeda, dan perbedaan itu menentukan
bentuk kehilangan yang dialami warga. Sektor kehutanan menjadi yang paling
banyak jumlahnya, bekerja dengan cara paling halus. Tidak ada yang digusur dan
tidak ada yang pindah, namun yang berubah adalah status hukum tanahnya,
tempat orang sudah tinggal beberapa generasi. Lewat penetapan kawasan,
sebuah kampung bisa berpindah dari wilayah bukan hutan menjadi hutan lindung
tanpa satu pun penghuninya bergerak. Maka sejak saat itu, menebang pohon di
kebun sendiri berubah menjadi pelanggaran. Sektor pesisir kebalikannya.
Wilayah tangkap nelayan tidak pernah bersertifikat karena memang tidak bisa
disertifikatkan. Ketika ruang laut dizonasi untuk reklamasi, tambang pasir, atau
dermaga industri, nelayan tidak punya dokumen apa pun untuk diajukan.

Tren Konflik Agraria di Sulawesi (1990 - 2025)

25

20 Puncak Insidensi:
21Kasus (2017)

Z_ - = ...--lll_. "1 ..-

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Total Letupan Konflik

B Infrastruktur & PSN Perkebunan [l Kehutanan [l Pertambangan [l Pariwisata & Pesisir

Interpretasi Ekologis: Puncak Insidensi Konflik 2017

Grafik memperlihatkan peningkatan insidensi konflik yang memuncak pada tahun 2017
dengan 75 kasus konflik. Pembedahan data sektoral menunjukkan konsentrasi pada sektor
Kehutanan (40 kasus) dan Perkebunan (21 kasus), diikuti oleh Pertambangan dan Infrastruktur
PSN. Periode ini bertepatan dengan percepatan pelepasan kawasan hutan dan Izin Pinjam
Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk mendukung proyek strategis dan kawasan industri.

( N
Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria (diolah CELIOS). Grafik batang di atas memvisualisasikan "Ledakan Konfiik Agraria di
Sulawesi (1990-2025)".

Data diproses menggunakan pendekatan Longitudinal Frequency Mapping. Kemunculan konflik (insiden perampasan
ruang hidup) diakumulasikan per tahun dan distratifikasi berdasarkan sektor pemicu. Pendekatan inimengungkap rekam
jejak historis dimana tren letupan konflik bereskalasi secara masif, bertaut kuat dengan agenda ekspansi ekstraktif di
pulau Sulawesi. Akumulasi_Konflik_t = Z(Insiden_Baru_t | Sektor_Pemicu).

Jumlah kasus pesisir yang paling kecil tak lantas sektor ini tidak akan menghadapi
konflik, justru perlu dicurigai. Konflik ruang laut lebih jarang tercatat bukan karena
lebih jarang terjadi, tapi karena lebih sulit dirumuskan sebagai kasus hukum.
Dalam kelima bentuk di atas, yang kehilangan selalu pihak yang klaimnya tidak
berbentuk dokumen, karena D3TLH bekerja sepenuhnya di dalam sistem
administrasi yang sama, ia hanya melihat satu dari dua klaim yang sedang
bertabrakan.

M EI-AM PA I BA‘I‘A Kegagalan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)
Mengendalikan Ekspansi Industri Ekstraktif di Sulawesi




Kriminalisasi dan Represi

Basis data mencatat 46 kasus dengan indikasi kriminalisasi dan 93 warga serta
aktivis lingkungan yang pernah ditangkap, dengan 4 korban luka dan 1 korban
meninggal. Sektor pertambangan mencatat frekuensi represi tertinggi dengan 17
kasus, dan tahun dengan insiden terbanyak adalah 2017.

4 N N N N\
Kasus Indikasi Warga/Aktivis Korban Korban
Kriminalisasi Ditangkap Luka-luka Tewas
Kasus Orang Orang Orang
(. AN AN VAN J

Tren Kasus Kriminalisasi & Represi (Pasca 2000)

Total Kasus
N WA OO N
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Sumber: KPA dan JATAM (diolah CELIOS). Grafik garis di atas memvisualisasikan "Tren Kriminalisasi & Represi (Pasca 2000)".

Data diproses menggunakan pendekatan State-Corporate Violence Tracking. Kasus kekerasan dan pembungkaman
dikuantifikasi berdasarkan penangkapan sewenang-wenang dan kriminalisasi terhadap warga pejuang lingkungan. Kurva
eskalasi tajam ini menegaskan bahwa instrumen hukum seringkali dibajak untuk membungkam hak veto rakyat.
Eskalasi_Kriminalisasi_t = Z(Kasus_Penangkapan_t + Intimidasi_t)

Faktor yang paling menentukan apakah sebuah konflik berujung kriminalisasi
bukan komoditas yang diperebutkan, bukan pula tahun kejadiannya, melainkan
hadir atau tidaknya aparat. Kaitannya jauh lebih kuat daripada kaitan mana pun
yang diuji dalam bab ini. Perlu dicatat bahwa ini menunjukkan keduanya muncul
bersama, bukan mana yang mendahului—aparat bisa hadir karena konflik sudah
memanas, atau konflik memanas karena aparat hadir. Satu anomali dalam data
yang ada justru menjadi temuan tersendiri. Jika dibandingkan sebelum dan
sesudah 2014, jumlah kejadian konflik naik dari 37 menjadi 55. Tapi jumlah warga
yang ditangkap justru turun tajam, dari 83 menjadi 10 orang. Dua angka bergerak
berlawanan.
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Turunnya angka penangkapan tidak bisa langsung dibaca sebagai perbaikan.
Namun, yang lebih mungkin berubah adalah bentuknya, dari penangkapan
massal di lapangan menjadi penindakan hukum yang menyasar sedikit orang
secara terpilih, biasanya yang paling menonjol dalam pengorganisasian.
Pergeseran ini lebih efektif sekaligus lebih sulit dilawan.

@ Penangkapan puluhan warga menghasilkan
solidaritas dan tekanan publik; penetapan satu
atau dua tersangka menghasilkan proses hukum
yang panjang, mahal, dan sunyi. o

Ketika Warga Menolak

Hampir seluruh kasus dalam basis data melibatkan penolakan terorganisir. Mulai
dari koalisi lintas desa dan lintas organisasi, gugatan dan permohonan uji materi,
pendudukan kembali lahan, penghadangan alat berat, sampai
pendokumentasian mandiri yang kemudian menjadi dasar advokasi nasional.

Basis data yang dipakai laporan ini pada dasarnya hasil dari kerja
pendokumentasian tersebut. Kasus di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan,
merupakan contoh paling terdokumentasi. Penekanan penting dari kasus itu
bukan besarnya mobilisasi, melainkan pola hasilnya, yaitu kemenangan di ranah
hukum yang tidak dengan sendirinya menghentikan operasi di lapangan, dan
penghentian operasi tidak dengan sendirinya memulihkan lahan yang telah
dibuka.

Warga yang menolak umumnya menolak atas dasar pengetahuan yang sangat
rinci: sungai mana yang keruh sejak kapan, wilayah tangkap mana yang hilang,
mata air mana yang berhenti mengalir. Ketelitiannya melampaui data
pemantauan resmi mana pun. Ini menjawab persoalan skala pada bab
sebelumnya dari arah yang berbeda—data serinci itu sebenarnya ada, hanya
berada di tangan orang yang tidak pernah diajak bicara. Tidak adanya kewajiban
konsultasi publik dalam penyusunan D3TLH akhirnya bukan hanya soal
keabsahan, melainkan soal mutu data.

| Dokumentasi CELIOS, 2026
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POLA PENERBITAN IZIN
SETELAH TEKANAN EKOLOGIS
MENINGKAT

Secara kelembagaan, dokumen tata ruang dan instrumen perlindungan lingkungan hidup
semestinya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang membatasi ekspansi
investasi pada kawasan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung
lingkungan. Akan tetapi, analisis spasial dan temporal di wilayah Semenanjung Sulawesi
menunjukkan kondisi yang berlawanan. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, ketika
deforestasi telah mencapai 1.001.654 hektare, pemerintah justru menerbitkan 574 izin
usaha pertambangan baru yang mencakup tambahan kawasan seluas 819.452,5 hektare.
Penerbitan izin bahkan mencapai titik tertinggi pada tahun 2024, dengan 194 izin baru
diterbitkan, pada saat berbagai indikator telah menunjukkan meningkatnya tekanan
ekologis, mulai dari pencemaran lingkungan hingga penurunan kapasitas ekosistem
dalam menjalankan fungsi pemulihannya.

Temuan ini mengindikasikan bahwa instrumen Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup (D3TLH) belum berfungsi sebagai dasar pengendalian dalam
pengambilan keputusan perizinan, melainkan cenderung diperlakukan sebagai
persyaratan administratif yang tidak memiliki daya ikat substantif terhadap kebijakan
pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya alam.
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Tingkat Pengabaian Ekologis Zona Bebas Rem Darurat Akselerasilzin Pasca-2020
sulawesi
85,3% 4.0
; Tengah i
(324 1UP) g Lipat
(173 1UP)
Mayoritas izin pertambangan baru Sejumlah provinsimencatat rekor Peningkatan yang signifikan dalam
diterbitkan pada tahun-tahun ketika penerbitanizin pertambangan pada penerbitanizin pertambangan baru
laju deforestasi di provinsi terkait saat kondisi tutupan hutannyajustru pada periode pasca-2020
berada pada tingkat yang relatif mengalami penurunanyang dibandingkan periode sebelumnya
tinggi (di atas rata-rata), yang signifikan, mencerminkan pelemahan mengindikasikan melemahnya fungsi
mengindikasikan bahwa ekspansi daya dukung lingkungan tanpa diikuti D3TLH sebagaiinstrumen
perizinanjustru berlangsung pada langkah-langkah mitigasiyang pengendalian pemanfaatan ruang.
saat tekanan terhadap tutupan hutan memadai.
sedang meningkat.
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Grafik ini memperlihatkan perubahan pola kerusakan hutan di Semenanjung Sulawesi
selama periode 2014-2023. Pada fase awal (2014-2018), kehilangan tutupan hutan masih
lebih banyak dipengaruhi oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit dan konsesi kehutanan.
Pada periode yang sama, luas konsesi pertambangan baru masih relatif terbatas sehingga
belum menjadi pendorong utama deforestasi.

Pola tersebut berubah setelah tahun 2019 seiring percepatan kebijakan hilirisasi nikel.
Luas konsesi pertambangan kembali meningkat, diikuti lonjakan jumlah izin yang
diterbitkan. Pada 2023, misalnya, pemerintah menerbitkan 149 izin baru, meningkat
hampir enam kali lipat dibandingkan 26 izin pada 2017. Walaupun rata-rata luas setiap izin
lebih kecil, peningkatan jumlah izin menunjukkan bahwa akses terhadap ruang untuk
kegiatan pertambangan semakin diperluas melalui penerbitan izin baru.

Yang menjadi persoalan bukan hanya bertambahnya izin, tetapi waktu penerbitannya. Izin
baru tetap diberikan ketika tekanan terhadap hutan masih tinggi dan pemulihan
ekosistem belum berlangsung. Dalam kondisi seperti itu, semestinya pemerintah
menjadikan kapasitas lingkungan sebagai dasar untuk membatasi atau setidaknya
mengevaluasi pemberian izin baru. Namun, data menunjukkan bahwa ekspansi perizinan
tetap berjalan bersamaan dengan meningkatnya kehilangan tutupan hutan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa instrumen D3TLH belum digunakan secara
efektif dalam proses pengambilan keputusan. Padahal, D3TLH disusun untuk memastikan
pemanfaatan ruang tidak melampaui kemampuan lingkungan dalam menopang aktivitas
manusia. Fakta bahwa izin baru terus diterbitkan di tengah meningkatnya tekanan
ekologis menunjukkan bahwa D3TLH belum berfungsi sebagai instrumen pengendalian
yang substantif, melainkan lebih banyak diperlakukan sebagai persyaratan administratif
dalam proses perizinan.
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Tren Eskalasi: Kerusakan Hutan vs Penerbitan Izin
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Sumber:  Global Forest Watch & Ditjen Minerba (diolah CELIOS). Grafik sumbu ganda (*Dual-Axis*) di atas memvisualisasikan "Deforestasi
(Hektar) vs Luas Konsesi Izin Baru (Hektar)".

Data diproses menggunakan pendekatan Dual-Axis Trend Correlation. Hamparan deforestasi alam (sumbu primer) diproyeksikan
berjejeran dengan kurva luasan area konsesi tambang baru (sumbu sekunder). Pendekatan ini menyajikan pembuktian tak
terbantahkan bahwa hilangnya tutupan hutan secara masif berjalan sinkron (*lockstep*) dengan pelepasan ratusan ribu hektare lahan
melalui stempel perizinan korporasi, terutama di Era Hilirisasi Nikel pasca-2019. Keterkaitan spasial (Hektare vs Hektare) ini diuji melalui
persamaan: Eskalasi_Deforestasi_t =3 * (£ Luas_Konsesi_IUP_t)

Tabrakan Tata Ruang di Kawasan Konservasi

Grafik menunjukkan bahwa kerusakan pada kawasan konservasi (Cagar Alam dan
Taman Nasional) di Semenanjung Sulawesi terus bertambah sepanjang
2014-2023. Hingga akhir periode pengamatan, luas lahan yang terdampak
mencapai sekitar 41,8 ribu hektare. Tidak terlihat adanya fase pemulihan. Setiap
tahun justru menambah akumulasi kerusakan yang telah terjadi pada tahun-tahun
sebelumnya.

Kerusakan terbesar terjadi pada kawasan Cagar Alam (sekitar 24,1 ribu hektare),
kemudian diikuti oleh Taman Nasional (sekitar 17,7 ribu hektare). Pola ini
menunjukkan bahwa tekanan terhadap bentang alam tidak lagi terbatas pada
kawasan hutan produksi, tetapi telah masuk ke kawasan konservasi yang menjadi
benteng penyangga sumber produksi pangan, pendapatan, dan mata
pencaharian masyarakat. Dengan demikian, hilangnya tutupan lahan tidak hanya
menimbulkan dampak ekologis, tetapi juga mengurangi kapasitas masyarakat
dalam mempertahankan penghidupannya.

Yang perlu dicermati bukan hanya besarnya luas lahan yang terdampak, tetapi

sifat kerusakannya yang terus terakumulasi. Setiap kehilangan lahan pada satu

tahun menjadi beban yang dibawa ke tahun berikutnya. Artinya, ruang hidup

masyarakat terus menyempit tanpa diikuti pemulihan yang berarti. Dalam jangka

panjang, kondisi ini meningkatkan kerentanan terhadap penurunan produksi

pangan, hilangnya sumber pendapatan, serta bertambahnya risiko bencana

seperti banjir dan longsor. ; ‘i e St e g3
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Akumulasi Kehancuran: Zona Livelihood Warga (Ha)
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Sumber: Global Forest Watch & Peta Kawasan Konservasi(diolah CELIOS). Visualisasi tumpuk (*Stacked Area*) di atas memotret

"Akumulasi Deforestasi di Kawasan Konservasi (Cagar Alam & Taman Nasional)".

Data diisolasi dariirisan spasial batas Cagar Alam / Suaka Alam (IUCN Cat |) dan Taman Nasional (UCN Cat ll). Deforestasi
seluas 41,8 ribu hektare dizona terlarang inimembuktikan penetrasi industri ekstraktif telah merangsek benteng
konservasi terakhir, yang berakibat langsung pada runtuhnya daerah tangkapan air (catchment area) dan memicu krisis air
serta bencana hidrometeorologi bagiruang hidup warga di hilir. Formulanya digambarkan sebagai:
Deforestasi_Konservasi_t = £(Cagar_Alam_Loss_t) + £(Taman_Nasional_Loss_t)

Konflik Pertambangan dan Masalah Izin

Di balik tingginya penerbitan IUP di Sulawesi, terdapat persoalan mendasar
terkait perlindungan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Sejumlah
laporan, antara lain Climate Rights International (2024-2025), Mighty Earth
(2024), dan Business & Human Rights Resource Centre, menunjukkan bahwa
pengembangan pertambangan nikel di berbagai wilayah Indonesia, termasuk
Sulawesi, masih diwarnai pembukaan kawasan hutan tanpa penerapan prinsip
Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau Persetujuan Atas Dasar Informasi
Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) secara memadai. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa proses perizinan dan dokumen lingkungan, termasuk AMDAL dan D3TLH,
belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak masyarakat yang terdampak.

Temuan tersebut sejalan dengan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
dalam Catahu 2016-2025" dan Tanahkita.id. Dari 21 kasus permasalahan perizinan
yang terdokumentasi dalam sembilan laporan tahunan KPA, sebagian besar
berkaitan dengan sektor pertambangan, seperti penggunaan izin yang telah
berakhir, kegiatan tanpa persetujuan kawasan hutan, serta tumpang tindih
penguasaan lahan. Di Sulawesi tercatat sedikitnya 12 konflik pertambangan,
termasuk empat kasus yang secara eksplisit menunjukkan pelanggaran terhadap
prinsip FPIC. Konflik tersebut disertai berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari
kriminalisasi warga, kekerasan dalam konflik agraria, hingga penggusuran
masyarakat dari wilayah yang mereka kuasai secara turun-temurun.

Rangkaian temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan perizinan
pertambangan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lingkungan, tetapi
juga menyangkut pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak. Keberlanjutan
operasi perusahaan yang memiliki riwayat konflik agraria dan pelanggaran hak
masyarakat menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi perizinan dan pengawasan

4  Konsorsium Pembaruan Agraria, Laporan Catatan Akhir Tahun (Catahu) Periode 2016-2025 (Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2016-2025)
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belum berjalan secara efektif. Dalam konteks ini, penerapan D3TLH dan FPIC
belum menjadi instrumen yang secara substantif membatasi pemberian izin,

melainkan belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam proses pengambilan
keputusan perizinan.

Jenis Masalah Izin yang Paling Sering Terjadi (KPA CATAHU 2016-2025)
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Catatan Tahunan KPA (diolah CELIOS). Grafik batang horizontal di atas memvisualisasikan "Jenis Masalah |zin Perusahaan”.

Data diproses menggunakan pendekatan Administrative Violation Profiling. Rincian delik administrasi direkapitulasi
secara kategorikal untuk membedah modus operandi korporasi. Pemetaan inimembuktikan bahwa perampasan ruang

seringkali berlindung dibalik kedok manipulasi batas HGU (Hak Guna Usaha) dan ketiadaan sosialisasi yang transparan
kepada warga terdampak. Pemeringkatan masalah diukur dari:
Profil_Pelanggaran = Max_Freq(Kategori_Pelanggaran_|zin)

| Dokumentasi CELIOS, 2025
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KONSENTRASI MANFAAT EKONOMI
DAN DISTRIBUSI BEBAN EKOLOGIS

Selama ini, keberhasilan pembangunan di Indonesia lebih sering diukur melalui
pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), nilai investasi, dan ekspor. Dalam kerangka
tersebut, ekspansiindustri ekstraktif diasumsikan akan menciptakan multiplier effect dan
trickle-down effect, pada akhirnya akan mengalir kepada masyarakat lewat peningkatan
pendapatan, kesempatan kerja, dan pembangunan wilayah. Namun, asumsi tersebut
tidak selalu sejalan dengan realitas di daerah penghasil sumber daya alam.

@ Diharapkan ada multiplier effect yang didapatkan
masyarakat dari kegiatan ini, dan masyarakat
hisa terlibat pada ekosistem pengembangan
industri yang ada di Morowali.
Pertumbuhan yang cepat akan
diikuti kesejahteraan masyarakat,
karena investasi artinya adalah
lapangan kerja. Saya menghimbau
agar korporasi mengirim sebanyak-banyaknya pemuda-pemudi
di sekitar sini untuk pendidikan dan pelatihan, sehingga nanti
bisa bekerja di perusahaan ini. Q

—— Pidato Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto
dalam groundbreaking PT Vale dan PT BNSI®

6 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Tingkatkan Daya Saing Nasional dan Ciptakan Multiplier Effect,
Pengembangan Industri Hilirisasi Nikel Terus Didorong Pemerintah," siaran pers, [10 Februari 2023],
https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4915/tingkatkan-daya-saing-nasional-dan-ciptakan-multiplier-effect-pengembangan-industri-
hilirisasi-nikel-terus-didorong-pemerintah, diakses 6 Agustus 2026.
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Paradoks tersebut terlihat jelas dilokus industri nikel yang tersebar di seluruh Pulau
Sulawesi. Di tengah lonjakan investasi dan ekspor, berbagai wilayah justru menghadapi
peningkatan tekanan lingkungan, beban kesehatan, konflik sosial, serta ketimpangan
akses terhadap layanan dasar. Fenomena serupa juga tercermin di Maluku Utara, yang
mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada 2025 hingga sekitar 39%,
tetapi pada saat yang sama masih mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin
secara absolut.” Kontras ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak
secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bab ini membandingkan distribusi manfaat ekonomi dengan distribusi beban ekologis di
Sulawesi sebagai wilayah hilirisasi nikel. Analisis menunjukkan bahwa manfaat ekonomi
cenderung terkonsentrasi pada korporasi-korporasi besar yang menguasai rantai
produksi. Sebaliknya, biaya ekologis dan sosial; seperti pencemaran lingkungan,
penurunan kesehatan masyarakat, konflik agraria, serta hilangnya ruang hidup, justru
ditanggung oleh masyarakat di sekitar kawasan industri. Dengan demikian, pertumbuhan
yang tercipta tidak diikuti oleh distribusi manfaat yang seimbang, melainkan
memperlihatkan kecenderungan privatisasi keuntungan dan distribusi beban ekologis.

© Manfaat ekonomi industri nikel terkonsentrasi
pada korporasi-korporasi besar yang menguasai
rantai produksi. Sebaliknya, biaya ekologis dan sosial;
seperti pencemaran, ancaman kesehatan, serta
konflik agraria justru ditanggung oleh masyarakat
di sekitar kawasan industri. )

Republik Oligarki: Monopoli Keuntungan Bisnis Ekstraktif

Paradigma pembangunan berbasis hilirisasi berangkat dari asumsi bahwa
ekspansiindustri akan menciptakan manfaat ekonomi yang tersebar luas melalui
penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Namun, ketika
ujung rantai distribusi keuntungan sektor nikel dan industri penunjangnya
ditelusuri, terlihat bahwa manfaat ekonomi tersebut terkonsentrasi pada
kelompok korporasi besar yang menguasai rantai nilai dari hulu hingga hilir.

s N N N
Proporsi Total Harta Laju Kekayaan
Kekayaan Ekstraktif 50 Triliuner (Harian)
0 - -
08,090 Rp4.691T || Rp13 Miliar
Persentase total harta 50 triliuner Nilai fantastis yang melampaui Kenaikan harta harian elit oligarki,
Indonesia yang dicetak murni dari postur APBN nasional. Kekayaan ini sangat kontras denganrata-rata
pengerukan sumber daya alam naik nyaris 2x lipat sejak 2019 kenaikan upah buruh nasional yang
(Nikel, Batu Bara, Sawit). (Periode booming komoditas). hanya tumbuh sekitar Rp2 ribu
per hari.
N AN AN J

7  Panji Kusumo dan Bakhrul Fikri, Potensi Diversifikasi Ekonomi Maluku Utara (Jakarta: Center of Economic and Law Studies [CELIOS], 2025).
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Data ketimpangan CELIOS menunjukkan bahwa akumulasi kekayaan 50 orang
terkaya di Indonesia telah melampaui Rp4.651 triliun, dengan sekitar 58% di
antaranya berasal dari sektor ekstraktif seperti pertambangan, batu bara, sawit,
dan industri pengolahan mineral.® Temuan ini mengindikasikan bahwa ekspansi
industri tidak hanya memperbesar skala produksi, tetapi juga memperkuat
konsentrasi kepemilikan aset dan keuntungan pada segelintir kelompok usaha.
Di Sulawesi, pola tersebut tercermin melalui penguasaan konsesi tambang,
kawasan industri, hingga infrastruktur energi oleh sejumlah konglomerasi yang
terintegrasi dalam rantai bisnis nikel.

Konsentrasi kepemilikan tersebut menjadi penting karena menentukan kepada
siapa manfaat ekonomi terbesar mengalir. Semakin besar penguasaan terhadap
konsesi, fasilitas pengolahan, dan infrastruktur energi, semakin besar pula porsi
nilai tambah yang dapat diakumulasi oleh kelompok usaha tersebut. Pada saat
yang sama, aktivitas yang terkonsentrasi di bawah kendali korporasi-korporasi
besar juga menghasilkan tekanan ekologis dan sosial yang paling luas, mulai dari
deforestasi, perubahan bentang alam, konflik lahan, hingga pencemaran
lingkungan.

Tabel di bawah ini memperlihatkan hubungan tersebut secara lebih konkret.
Sepuluh kelompok usaha dengan penguasaan aset ekstraktif terbesar dipetakan
bersama luas konsesi, kapasitas pembangkit captive, jejak deforestasi, estimasi
kerugian ekologis, serta dampak sosial yang terdokumentasi di Sulawesi.
Penyajian ini menunjukkan bahwa aktor yang menikmati akumulasi manfaat
ekonomi terbesar merupakan aktor yang juga mengendalikan sebagian besar
aktivitas ekstraktif di wilayah Sulawesi. Dengan demikian, distribusi manfaat dan
distribusi beban dapat dibaca dalam satu lanskap yang utuh.

e

rta: Center of Economic and Law Studies/CELIOS, 2026), https://celios.co.id/wp-
/04/CELIOS_Ketimpangan-Ekonomi-Indonesia-2026-.pdf
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Grup Taipan/ Total Harta AfiliasiBlok | LuasKonsesi | Emisi PLTU Estimasi Dampak Sosial
Konsorsium (CELIOS) (Sulawesi) (Aktual) Captive Rugi & Konflik
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(MINDID & waduk air & ancaman danau
Konsorsium) batu bara blok baru
m Rp160,0T CitraPalu 110.175Ha >Rp 37,3 Konflik PETI Poboya
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(Anthony Salim) Min. emisibertumpupada  cemaran air
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Beban yang Ditanggung Masyarakat

Sementara akumulasi keuntungan sektor ekstraktif terkonsentrasi pada segelintir
korporasi dan kelompok usaha besar, biaya yang dihasilkan oleh aktivitas
tersebut justru tersebar luas kepada masyarakat di wilayah penghasil. Beban
tersebut tidak hanya berupa hilangnya tutupan hutan atau menurunnya kualitas
lingkungan, tetapi juga muncul dalam bentuk peningkatan penyakit, konflik
agraria, serta kerugian ekonomi akibat rusaknya fungsi ekosistem. Dengan kata
lain, manfaat ekonomi dan beban ekologis mengikuti arah distribusi yang
berlawanan: keuntungan bersifat privat, sedangkan kerugiannya menjadi beban
publik.

Ve

~N

Krisis Kesehatan (ISPA)

NLITS
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Akumulasi kasus infeksi saluran
pernapasan disentra nikel Sulteng
& Sultra (2014-2024), berkorelasi
dengan polusi debu dan sulfur

Ve

Konflik Agraria & FPIC

Kritis
Terdokumentasi meletus di
Sulawesi. Mengorbankan puluhan

ribu jiwa, melibatkan perampasan
kebun, pelanggaran hak adat, dan

hilangnya fungsi hutan primer,
rusaknya ekosistem terumbu
karang laut, danlenyapnya sumber

N
Estimasi Kerugian Ekologis

>Rp 100
Triliun

Valuasi kumulatif kasar dari

air bersih akibat sedimentasi
limbah.

PLTU Captive. penembakanwarga.
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Ringkasan indikator eksternalitas tersebut memperlihatkan besarnya biaya sosial
yang menyertai ekspansiindustri ekstraktif di Sulawesi. Selama periode
pengamatan, tercatat akumulasi 117.775 kasus ISPA di wilayah sentra nikel yang
berkorelasi dengan tingginya paparan polusi udara dari aktivitas pertambangan,
smelter, dan PLTU captive. Pada saat yang sama, terdokumentasi sedikitnya 12
konflik agraria dan pelanggaran hak masyarakat yang berkaitan dengan ekspansi
konsesi dan penguasaan ruang hidup. Dari sisi lingkungan, estimasi kerugian
ekologis telah melampaui Rp100 triliun; mencakup hilangnya tutupan hutan,
degradasi ekosistem pesisir, sedimentasi perairan, serta menurunnya fungsi
sumber daya air. Ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa biaya
pembangunan tidak berhenti pada lokasi tambang atau kawasan industri
pengolahan, tetapi meluas menjadi beban kesehatan, sosial, dan ekologis yang
harus ditanggung masyarakat serta pemerintah daerah.

Temuan ini memperlihatkan bahwa indikator makro seperti investasi, nilai ekspor,
maupun pertumbuhan PDB tidak dapat digunakan secara tunggal untuk menilai
keberhasilan hilirisasi. Nilai tambah ekonomi memang tercipta, tetapi distribusi
manfaatnya jauh lebih terkonsentrasi dibandingkan distribusi bebannya.
Sementara keuntungan finansial mengalir kepada korporasi dan pemegang
konsesi, masyarakat di wilayah penghasil justru menghadapi peningkatan risiko
kesehatan, konflik ruang hidup, serta biaya pemulihan lingkungan yang jauh
melampaui kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, evaluasi terhadap
pembangunan industri ekstraktif perlu mempertimbangkan secara bersamaan
siapa yang menerima manfaat ekonomi dan siapa yang menanggung biaya
ekologis maupun sosialnya.
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KEGAGALAN TATA KELOLA D3TLH
DALAM SISTEM PERIZINAN

Analisis kronologis penerbitan izin pertambangan di pulau Sulawesi menunjukkan pola
yang mengarah pada praktik regulatory capture. Keputusan perizinan tetap berlangsung
ketika berbagai indikator menunjukkan meningkatnya tekanan ekologis. Dalam kondisi
demikian, D3TLH tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pembatas pemanfaatan ruang
(regulatory red line), melainkan lebih banyak berperan sebagai persyaratan administratif
yang melegitimasi ekspansi pertambangan dan pembangunan PLTU captive.

Klaim bahwa penerbitan IUP telah sesuai dengan ketentuan hukum tidak dapat dilepaskan
dari efektivitas D3TLH sebagai instrumen pengendalian. Apabila D3TLH benar-benar
dijadikan dasar pengambilan keputusan, ekspansi izin semestinya dibatasi ketika suatu
wilayah telah mengalami tekanan ekologis yang berat. Namun, data di pulau Sulawesi
menunjukkan kecenderungan sebaliknya: jumlah izin baru justru meningkat pada saat
deforestasi mencapai tingkat tertinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa informasi
mengenai kapasitas lingkungan belum menjadi dasar yang efektif dalam proses
pemberian izin.

Kami menyilangkan data deforestasi tahunan dari Global Forest Watch (GFW) dengan
riwayat penerbitan izin pertambangan dari Minerba One Data Indonesia (MODI)
Kementerian ESDM. Hasil irisan tersebut memperlihatkan pola business-as-usual yang
sangat agresif. Sebagai contoh, ketika jutaan hektare hutan di Sulawesi Tengah dan
Tenggara ditebang secara brutal pada periode 2014 hingga 2023 untuk membuka jalan
bagi kawasan industri (smelter) dan infrastruktur pendukungnya, pemerintah secara
bersamaan terus mencetak ratusan IUP baru di provinsi-provinsi yang sama, tanpa
mempertimbangkan bahwa kapasitas hidrologis dan daya dukung lanskap di wilayah
tersebut sudah tertekan.
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Fakta bahwa perizinan konsesi terbit di zona-zona merah ini membuktikan kegagalan
D3TLH. AMDAL, maupun instrumen (KLHS telah direduksi menjadi sekadar stempel
administratif formalitas belaka. Alih-alih menjadi instrument pencegahan kerusakan,
dokumen-dokumen lingkungan tersebut ditundukkan oleh tekanan investasi dan target
pertumbuhan produksi nikel nasional.

Kegagalan otoritas dalam menggunakan data riil kerusakan lapangan sebagai dasar
penghentian operasi atau moratorium izin ini pada akhirnya mempercepat laju krisis
ekologis yang kini harus ditanggung sepenuhnya oleh masyarakat pesisir, petani, dan
nelayan yang kehilangan ruang hidup mereka.

Matriks statistik di bawah ini digunakan untuk membuktikan secara kuantitatif jejak
kegagalan D3TLH tersebut.

Analisis Kepatuhan D3TLH Berdasarkan Data Historis

Tabel pembuktian di bawah ini mengukur akumulasi penerbitan izin pada rentang
waktu ketika wilayah berstatus Aman, Tertekan, hingga Kritis secara aktual.
Apabila pada status Kritis izin masih diterbitkan, hal tersebut secara matematis
mendiskualifikasi D3TLH sebagai instrumen perlindungan lingkungan.

Deforestasi Komoditas Tambang/Sawit (Hektar)

Status Daya | Kondisi Kerusakan Seharusnya Kenyataan Kesimpulan
Dukung Hutan (Menurut Aturan) diLapangan TataKelola
Aman Ringan Wajar diterbitkan 26 IzinBaru Normal
(Hilang2.690-12.382Ha)  izin Keluar (Sesuai Aturan)
Tertekan Sedang Izinmulaidirem/ 77 lzin Baru Anomali
(Hilang13.479 - 25.302Ha) dibatasi Keluar (Lampu Kuning)
Kritis Tinggi Moratorium / 2771zinBaru  PERLU
Evaluasi Ketat Keluar EVALUASI

Sumber: Dokumen D3TLH dan panel data perizinan (diolah CELIOS). Matriks disusun menggunakan pendekatan Ecological
Threshold Violation Analysis, yaitu analisis kesesuaian (conformity analysis) antara status daya dukung dan daya tampung
lingkungan dengan pola penerbitanizin baru. Penerbitanizin pada wilayah berstatus tertekan atau kritis diklasifikasikan
sebagai ecological threshold violation.

Keputusan perizinan tetap dominan secara politis
meski D3TLH menunjukkan kondisi kritis
(Regulatory Capture).
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Impunitas dan Pembiaran Konflik Struktural di Sektor Ekstraktif

D3TLH dirancang untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang tidak melampaui
kapasitas ekologis suatu wilayah. Namun, ketika batas tersebut terlampaui,
dampaknya tidak hanya berupa degradasi lingkungan, tetapi juga memicu
tekanan sosial berupa konflik tenurial, hilangnya ruang hidup, dan meningkatnya
kerentanan masyarakat. Dengan demikian, eskalasi konflik agraria dapat
dipandang sebagai salah satu indikator bahwa pengendalian pemanfaatan ruang
tidak berjalan secara efektif.

Kompilasi data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), jaringan masyarakat
sipil, dan berbagailaporan advokasi menunjukkan bahwa ekspansi
pertambangan nikel, perkebunan monokultur, dan kawasan industri di Sulawesi
dalam satu dekade terakhir berlangsung bersamaan dengan meningkatnya
konflik agraria. Sebagian konflik dipicu oleh tumpang tindih perizinan,
penguasaan lahan yang dipersengketakan, serta lemahnya pelaksanaan prinsip
Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam wilayah masyarakat adat dan
komunitas lokal.

Persoalan tersebut diperparah oleh lemahnya penegakan hukum terhadap
pelanggaran perizinan dan konflik tenurial. Dalam sejumlah kasus, perusahaan
tetap beroperasi meskipun menghadapi sengketa lahan atau dugaan
pelanggaran terhadap hak masyarakat. Sebaliknya, masyarakat yang
mempertahankan ruang hidupnya justru menghadapi kriminalisasi, intimidasi,
atau penggunaan aparat keamanan dalam penyelesaian konflik. Kondisi ini
menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum belum
berjalan seimbang terhadap seluruh pihak.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan D3TLH tidak hanya terletak
pada metode penilaiannya, tetapijuga pada implementasi dan daya ikatnya
dalam proses pengambilan keputusan. Ketika izin tetap diterbitkan pada wilayah
yang mengalami tekanan ekologis dan konflik sosial yang berulang, fungsi D3TLH
sebagaiinstrumen pencegahan menjadi tidak efektif. Dalam konteks ini, wilayah-
wilayah dengan konsentrasi industri ekstraktif berpotensi berkembang menjadi
sacrifice zones, yaitu kawasan yang secara terus-menerus menanggung beban
kerusakan lingkungan dan konflik sosial demi memenuhi agenda pembangunan
berbasis ekstraksi sumber daya alam.
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Total Kasus Konflik/Pelanggaran Dibiarkan (Sulawesi)

32 Kasus

( 1 Bukti Impunitas Hukum )

Timeline & Sebaran Konflik Agraria (10 Tahun Terakhir)
Gorontalo Jumlah Kasus
SulawesiTenggara ' I 2
SulawesiTengah . s
Sulawesi Selatan
Sulawesi (Umum) !
SulawesiUtara

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Sumber: Basis data advokasi hukum KPA dan JATAM (diolah CELIOS). Analisis menggunakan pendekatan Judicial Impunity
Mapping dengan memetakan sebaran kasus dugaan pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia berdasarkan status
penanganan hukumnya. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi polaimpunitas serta mengevaluasi sejauh
mana mekanisme penegakan hukum berjalan dalam merespons pelanggaran yang berkaitan dengan kegiatan industri
ekstraktif.

Hilirisasi dan Karpet Merah untuk PLTU Batubara Captive

Di berbagai forum internasional, pemerintah menempatkan hilirisasi nikel sebagai
bagian dari strategi transisi energi dan pencapaian target Net Zero Emission.
Industri pengolahan nikel dipromosikan sebagai fondasi rantai pasok kendaraan
listrik global sekaligus simbol transformasi menuju ekonomi rendah karbon.
Namun, implementasi kebijakan tersebut di Pulau Sulawesi menunjukkan
kontradiksi.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik kawasan industri nikel, pemerintah tetap
memberikan izin pembangunan PLTU captive. Berbeda dengan pembangkit yang
terhubung ke jaringan PLN, PLTU captive dibangun secara khusus untuk melayani
kebutuhan industri dan hingga kini belum sepenuhnya menjadi bagian dari
agenda penghentian penggunaan batubara (coal phase-out) maupun strategi
dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan.

Ekstraksi data Global Coal Plant Tracker (Global Energy Monitor) menunjukkan
bahwa ekspansi PLTU captive di Sulawesi berlangsung dalam skala yang sangat
besar. Puluhan unit pembangkit, baik yang telah beroperasi, sedang dibangun,
maupun telah memperoleh izin, terkonsentrasi di kawasan industri Sulawesi
Tengah, Sulawesi Tenggara, dan wilayah lainnya.

Total kapasitas pembangkit mencapai belasan ribu megawatt dan menjadi
sumber utama pasokan energi bagi industri pemurnian nikel. Kondisi ini
menunjukkan bahwa produksi nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik
masih bergantung pada pembangkitan listrik berbasis batubara, yang
menghasilkan emisi gas rumah kaca sekaligus polutan udara seperti SO2, NO2,
dan PMz2.s.
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Konfigurasi tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara agenda
hilirisasi dan komitmen penurunan emisi. Di satu sisi, hilirisasi diposisikan sebagai
bagian dari transisi energi, tetapi di sisi lain ekspansinya ditopang oleh
pembangkit listrik berbasis batubara.

Akibatnya, peningkatan kapasitas industri berlangsung bersamaan dengan
meningkatnya emisi gas rumah kaca dan tekanan terhadap kualitas udara di
kawasan sekitar industri. Dalam perspektif tata kelola iklim, kondisi ini
menunjukkan bahwa transisi energi pada sektor hilirisasi mineral belum diikuti
oleh transformasi sumber energi yang menopang proses produksinya. Dengan
demikian, klaim hilirisasi hijau masih menyisakan kesenjangan yang signifikan
antara komitmen kebijakan dan praktik di lapangan.

Total Unit PLTU Captive Total Kapasitas
(Beroperasi/Dibangun/Direncanakan) PLTU Captive

67 Unit 12.245 MW
C ™ Khusus Kawasan Sulawesi ) C 1 Sangat Masif )

Timeline Pertumbuhan Kapasitas PLTU Captive (Hingga 2024)
8,000
< 6,000

4,000

Kapasitas (MW,

2,000

0o—e—— . A/'/‘/._._‘

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Sulawesi Selatan I SulawesiTengah M SulawesiTenggara

Sumber: Global Coal Plant Tracker (Global Energy Monitor), diolah CELIOS. Analisis menggunakan pendekatan Carbon Lock-in
Trajectory Analysis dengan mengagregasi kapasitas PLTU captive yang memasok listrik bagi kawasan industri nikel
berdasarkan status pengembangannya. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana ekspansiindustri
bergantung pada energifosil sertaimplikasinya terhadap lintasan dekarbonisasi sektor industri dan pencapaian target
penurunan emisi.

| Dokumentasi CELIOS, 2025
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SANGGAHAN METODOLOGI D3TLH:
APA YANG DIUKUR DAN
APA YANG HILANG?

Secara normatif, D3TLH dirancang sebagai instrumen yang bersifat prediktif untuk menilai
kapasitas ekologis suatu wilayah sebelum keputusan pemanfaatan ruang dan pemberian
izin dilakukan. Dengan mekanisme tersebut, D3TLH seharusnya berfungsi mencegah
terjadinya tekanan lingkungan yang melampaui kemampuan ekosistem dalam menopang
aktivitas manusia. Namun, temuan empiris dalam penelitian ini menunjukkan adanya
kesenjangan yang nyata antara fungsi normatif tersebut dengan praktik implementasinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan pembuktian berbasis dampak (outcome-based
evaluation). Fokus analisis tidak diletakkan pada perdebatan mengenai metode
perhitungan D3TLH, melainkan pada hasil yang muncul setelah instrumen tersebut
diterapkan. Apabila suatu wilayah mengalami peningkatan pencemaran, deforestasi yang
terus meluas, bencana hidrometeorologi yang semakin sering, konflik agraria yang
meningkat, gangguan kesehatan masyarakat, serta ekspansi perizinan yang tetap
berlangsung di tengah tekanan ekologis yang semakin berat, maka kondisi tersebut
menjadi indikator bahwa fungsi pengendalian D3TLH tidak berjalan sebagaimana
mestinya.
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hijau berkorelasi
dengan meningkatnya
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Eskalasi konflik agraria
padalahan produktif
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meningkatnya
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terhadap masyarakat
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Konflik Lahan: 565
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ekologis telah
menunjukkan tekanan
yang tinggi.

Kegagalan Tata Kelola

Negara 574 Izin Baru &

12,2 GWPLTU Captive
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Atas dasar itu, penelitian ini mengintegrasikan berbagai indikator lingkungan, sosial,
kesehatan, dan tata kelola untuk mengevaluasi efektivitas D3TLH. Analisis dilakukan
dengan membandingkan antara tujuan yang dibangun dalam kerangka regulasi dengan
kondisi empiris yang terjadi dilapangan. Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa
keberadaan D3TLH belum secara efektif diterjemahkan menjadi dasar pembatasan

pemanfaatan ruang.
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Daya Tampung Udara

-
Audlt D3TLH. Fakta EmplrIS Skor Indikator Udara
Daya Tampung Udara Data menunjukkan tren penyakit 4 8
B saluran pernapasan di sekitar y /5

Daya tampung udara K industri
(berdasarkan peta tutupan awasan Inaustri. STATUS:
!ahlan)dianalisislsebagai DARURAT UDARA
indikator kapasitas
pemulihan emisi."
Rincian Skor Matriks Udara:
o Udara1(PLTU & Polusi): 4,5/5
« Udara 2 (Dampak ISPA): 5,0 /5
[ ANALISIS: Pemantauan Morbiditas Akumulatif S ERICLIR S

(&

Korelasi PLTU dan Kualitas Udara

Gambar ini menunjukkan bahwa semakin besar kapasitas PLTU batubara captive
di Sulawesi, semakin tinggi pula tingkat pencemaran udara yang ditunjukkan oleh
konsentrasi nitrogen dioksida (NO2). Hingga 2024, total kapasitas PLTU aktif
telah mencapai 9.825 MW atau melampaui ambang batas 5.000 MW yang
digunakan dalam analisis ini. Pada saat yang sama, rata-rata konsentrasi NO2
mencapai 5,76 x 10-6 mol/m2 dengan skor ancaman kualitas udara sebesar 7,9
dari 10, yang menunjukkan kondisi kritis.

Kapasitas PLTU Aktif Rata-rata Polusi Skor Ancaman
(Skor:5,0) NO2 NASA (Skor: 3,9) Udara (Udaral)
9.825 MW 5,56e-06 45/5

C¢ Melebihi Threshold (5.000 MW)) C'rAman(sé.Oe—é mo|/m2)> C ~ STATUS: KRITIS )

Semua PLTU Batubara vs Polusi NO2z (Data Satelit NASA TROPOMI)

10kMW
10k MW )
10k MW Baseline Rata-rata Sulawesi (2018): <5,0e-6 mol/m2

10k MW Transisi EkspansiIndustri (2019-2020): 5,0-6,0e-6 mol/m2

10k MW Puncak Anomali Sulawesi (2021-2023): > 6.0e-6 mol/m?2

Zt m Sulawesi Tengah — PLTU max 7,325 MW

SKMW Sulawes? Tenggara — PLTU max 2,000 MW

SKMW Sulawes! Selatan — PLTUmax 1,520 MW
Sulawesi Utara — PLTU max 220 MW

7kMW
TKMW Gorontalo — PLTU max 100 MW

kMW
kMW
5KMW
5kMW
kMW
kMW
3KMW
3KMW
2kMW
2kMW /.
kMW
500 MW ® 4.8u
oMw

Kapasitas PLTU Kumulatif (MW)
Konsentrasi NO2 Satelit (mol/m2)

RIS ——SSS—§—§—§—§—§a__—.———,
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
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Dampak Kasus ISPA/Pneumonia

Dokumen D3TLH belum sepenuhnya menangkap peningkatan beban kesehatan
masyarakat yang muncul di wilayah pertambangan. Data menunjukkan lonjakan
kasus ISPA di wilayah seperti Morowali dan Kendari, sementara tren di provinsi
yang aktivitas pertambangannya relatif rendah cenderung lebih stabil. Pola
tersebut mengindikasikan adanya keterkaitan antara peningkatan tekanan
industri, penurunan kualitas udara, dan memburuknya kesehatan masyarakat
yang belum terakomodasi secara memadai dalam penilaian daya dukung
lingkungan.

Incidence Rate Ratio (Skor: 5,0) Skor Morbiditas ISPA (Udara 2)
3,5x Lipat 5,0/5
( 2 Puncak Anomali: Provinsi Sulawesi Tengah > < 2 STATUS: KRITIS >

Tren Historis Kasus ISPA/Pneumonia

45

40

W ()]
o o

Insiden per10.000 Penduduk
N
o

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
e@= Gorontalo @@= SulawesiBarat @ SulawesiSelatan e@= SulawesiTengah

@@= SulawesiTenggara @@= SulawesiUtara
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Emisi dan Deforestasi

Inventarisasi emisi dalam proses perizinan lebih banyak berfokus pada emisi
operasional dari fasilitas industri, sementara emisi akibat perubahan tutupan
hutan dan pembukaan lahan tambang belum menjadi bagian yang memadai
dalam penilaian. Padahal, emisi dari deforestasi diperkirakan mencapai sekitar
804,1 juta ton CO2e, melampaui target penyerapan bersih sektor FOLU Net Sink
2030 sebesar -140 juta ton CO2e. Kondisi ini menunjukkan bahwa kehilangan
tutupan hutan merupakan sumber emisi yang tidak dapat dipisahkan dari
evaluasi daya dukung lingkungan.

Total Emisi CO2 (Skor: 5,0) Skor Defisit Karbon (Udara 3)
804,1JtTon 5,0/5
( 4 Threshold > 150 Jt Ton (Gagal NDC) ) ( 2 STATUS: DARURAT KARBON )

Akumulasi Emisi Karbon Deforestasi (2014-2023)

800M @mm=s  Gorontalo
8 emm» SulawesiBarat
O 600M @ Sulawesi Selatan
Ig @ Sulawesi Tengah
o] @ SulawesiTenggara
= 400M @mmm» SulawesiUtara
o
g2 200M
2

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Daya Tampung Air

-
Audit D3TLH:

Daya Tampung Air

"Daya tampung air diukur
berdasarkan rasio
pengenceran alamidan
neraca kualitas air."

Fakta Empiris

Indeks Kualitas Air dan prevalensi
penyakit saluran pencernaan
menunjukkan perlunya
pengawasan kualitas air.

[ ANALISIS: Kapasitas Penetralan Limbah Melampaui Batas J

(&

Skor Indikator Air

4,2,

STATUS:
DARURAT AIR

Rincian Skor Matriks Air:
 Air1(Kualitas Air): 3,4 /5

« Air 2 (Morbiditas Diare): 3,0 /5
 Air 3 (Konflik Nelayan): 5,0 /5
« Air4 (BebanTailing): 5,0 /5

Kualitas Air

Asumsi bahwa badan air masih memiliki kapasitas untuk mengencerkan beban

pencemar tidak sejalan dengan penurunan Indeks Kualitas Air (IKA), yang
menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap fungsi ekologis sungai dan

perairan pesisir.

Rata-Rata IKA Sulawesi (Skor: 3,4)

59,69

Skor Kualitas Air (Air 1)

3,4/5

C4~ Kategori: Sedang (50-69) — TIDAK AMAN)
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Morbiditas Diare

AMDAL belum secara memadai mengantisipasi dampak pencemaran air
terhadap kesehatan masyarakat. Peningkatan kasus diare di kawasan lingkar
tambang, dengan Incidence Rate Ratio (IRR) di atas 2,0, mengindikasikan risiko
kesehatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah pembanding.

Max Incidence Rate Ratio (Skor: 3.0) Skor Morbiditas Diare (Air 2)
1,5x Lipat 3,0/5
~Normal (=2,0) (_» STATUS: DARURATKLB )

Ledakan Kasus Diare (Indikator Kualitas Air Tanah)

350k
300k
250k
200k

=2
Z 150k
100k
50k
0
2014 2016 2018 2020 2022 2024
5 Provinsi Lainnya (Kontrol) e Provinsi Terekstrem (Sulawesi Tengah)
Konflik Nelayan

Ekspansi kawasan industri nikel, termasuk pembangunan fasilitas smelter dan
pembuangan limbah industri, telah meningkatkan tekanan terhadap ekosistem
pesisir, mempersempit ruang tangkap nelayan, dan memperbesar potensi
konflik agraria di wilayah laut.

Total Konflik Pesisir (Skor: 5,0) Skor Konflik Ruang Air (Air 3)
15 Kasus 5,0/5
+Normal (= 15) ( 2 STATUS: DARURATAGRARIA)

Frekuensi Letusan Konflik Pesisir & Nelayan (1Dekade Terakhir: 2014-2024)
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Beban Tailing

Evaluasi D3TLH dan AMDAL masih bertumpu pada asumsi bahwa teknologi
pengelolaan tailing mampu mengendalikan seluruh risiko lingkungan. Sementara
itu, proyeksi timbulan tailing yang mencapai sekitar 25 juta ton per tahun
menunjukkan bahwa setiap kegagalan tailings dam maupun sistem DSTP
berpotensi menimbulkan dampak ekologis dalam skala yang luas.

Total Beban Tailing & B3 (Skor: 5,0) Skor Ancaman Tailing (Air 4)
33,03 JtTon 5,0/5
(233,0JtTon (Kritis > 25 Jt) ) (_+ STATUS: DARURATLIMBAH )

Proporsi Beban Limbah Tailing & Slag ke Ekosistem Air

Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara

IMIP (Morowali) PTHuayue Nickel Cobalt (HNC) - VDNI (Konawe) &
Morowali Sekitarnya

PT QMB New Energy Materials -
Morowali

Sulawesi Sulawesi
(Unknown) Selatan

2024-2025 Huadi Nickel
PTFI Alloy (Bantaeng)

ENVIRONMENTAL
AUDITEXEC

Estimasi Timbulan |

(Ton/Tahun) 12M 10M 8M 6M 4M 2M o
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Daya Dukung Lahan

-

Audlt D3TLH: Fakta Emplrls Skor Indikator Lahan

Daya DUkung Lahan Perubahan tutupanlahan 4 6
berpotensimemengaruhi y /5

"Daya dukung lahan dianalisis ) : .

lajubencana hidrometeorologi

berdasarkan kecukupan ; ) ) STATUS:
dikawasan industri.

tutupan hutan danbatas DARURAT LAHAN

fungsikawasan”

Rincian Skor Matriks Lahan:

e Lahan1(BencanaAlam):5,0/5

o Lahan 2 (DeforestasiPrimer): 5,0 /5
« Lahan 3 (Kawasan Lindung): 5,0 /5
« Lahan 4 (Aktor Deforestasi): 5,0 /5
o Lahan 5 (Kepadatan Spasial): 3,1/5

( ANALISIS: Kapasitas Penetralan Limbah Melampaui Batas J

(&

Bencana Banijir dan Longsor

Data BNPB menunjukkan bahwa peningkatan kejadian bencana di kawasan
industri belum sejalan dengan efektivitas langkah mitigasi yang dirumuskan
dalam dokumen D3TLH dan AMDAL.

Total Bencana Sulawesi (Skor: 5.0) Skor BencanalLahan (Lahan1)
1.609 Kasus 5,0/5
(211,609 Kejadian (Kritis > 877) ) ( STATUS: DARURAT BENCANA )

Frekuensi Bencana Hidrometeorologi (Banjir & Longsor)
300
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Jumlah Kejadian
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Deforestasi Primer

Hutan primer yang berfungsi sebagai penyedia jasa ekosistem, termasuk
pengaturan tata air dan penyimpanan karbon, terus berkurang seiring dengan
ekspansi kawasan pertambangan.

Total Deforestasi Sulawesi (Skor: 5,0) Skor Deforestasi Primer (Lahan 2)
1.386.055 Ha 5.0/5
(1 Overshoot 217,3% dari ambang batas ) (_n STATUS: OVERCAPACITY LAHAN )

Laju Deforestasi Akibat Pertambangan & Sawit

100k
o 80k
% 60K N Batas Tahunan FOLU Nasional (57,000 Ha)
k)
T 40k
s
2 20k
—__—2
0 2014 2016 2018 2020 2022 2023

e@= Gorontalo @@= SulawesiBarat @ SulawesiSelatan @ SulawesiTengah

@@= SulawesiTenggara e@= SulawesiUtara

Pelanggaran Kawasan Lindung

Analisis spasial menggunakan data Global Forest Watch menunjukkan bahwa
kehilangan tutupan hutan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara selama
periode 2014-2023 terkonsentrasi di dalam kawasan yang memiliki status
perlindungan (protected areas menurut klasifikasi IUCN). Temuan ini menunjukkan
bahwa deforestasijustru terjadi pada kawasan yang secara normatif ditujukan
untuk mempertahankan fungsi ekologisnya.

Total Kehancuran Lindung Sulawesi Skor Pelanggaran Zonasi

(Skor: 5,0) (Lahan 3)

41.785 Ha 5,0/5

<¢ 241,785 Ha (Kritis > O Ha)) (¢ STATUS: STATUS: PELANGGARAN HUKUM)

Tren Perambahan Deforestasi di Kawasan Lindung (Protected Areas)

»
o
o
o
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2.000

1.000
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Aktor Deforestasi

Analisis atribusi kehilangan tutupan hutan dari Global Forest Watch menunjukkan
bahwa deforestasi di Sulawesi Tenggara didominasi oleh ekspansi
pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, bukan oleh perladangan
berpindah. Perlu dicatat bahwa data atribusi untuk Sulawesi Tengah belum
tersedia, sehingga estimasi sekitar setengah juta hektare pada analisis ini
sepenuhnya merefieksikan kondisi di Sulawesi Tenggara.

Total Deforestasi Konsesi Sulawesi (Skor: 5,0) Skor Aktor Deforestasi (Lahan 4)
1.001.654 Ha 5,0/5
(_» 1 Overshoot 200,3% dari ambang batas ) (_» STATUS: MONOPOLIKONSES! )

Penyebab Utama Kehilangan Hutan (Drivers of Deforestation)

Kehutanan Deforestasi Komoditas

11,1% (Tambang/Sawit)
82,2%

Pertanian Bergulir

4,59%

Tidak Diketahui

2,11%
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Daya Dukung Sosial

AUdlt D3TLH: ) Fakta Empiris Skor Indikator Sosial
Daya DUkung Sosial Pentingnya transparansi dan 3 9
pelibatan masyarakat lokal y /5

"Status kawasan dialokasikan Halam penataanmuang
untuk peruntukan industri at .
’ dan perizinan. STATUS:

dengan pelaksanaan PERLU PENGAWASAN
konsultasi publik”

Rincian Skor Matriks Sosial:
« Sosial 1(Persetujuan FPIC): 5,0 /5
[ « Sosial 2 (Jiwa Terdampak): 5,0 /5

ANALISIS: Evaluasi Pengelolaan Lanskap ::g:::iig::;ﬂ'::;;gém)_séoé/ /55

\.

Manipulasi Persetujuan FPIC

Investigasi Konsorsium Pembaruan Agraria mengindikasikan bahwa penerapan
Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam sejumlah proyek masih bersifat
prosedural. Berbagai temuan menunjukkan adanya dugaan manipulasi proses

persetujuan masyarakat sejak tahapan penyusunan dan sosialisasi AMDAL.

Total Manipulasi Persetujuan Skor Pelanggaran FPIC

(Skor: 5,0) (Sosial 1)

8 Kasus 5,0/5

(_n 8Kasus (Melampaui Batas Kritis Darurat) ) (_n STATUS: AMDAL CACAT HUKUM (REDFLAG) )

Timeline Historis: Konflik Pertambangan & Masalah Izin
4

Jumlah Kasus
N

0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

[l Konfiik Pertambangan [ Masalah Izin (KPA)
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Perampasan Ruang Hidup

Berbagai kasus menunjukkan bahwa setelah izin diterbitkan, konflik penguasaan
lahan meningkat, ruang hidup masyarakat menyusut, dan konflik agraria semakin
meluas dengan dampak sosial yang signifikan terhadap masyarakat.

Korban Terdampak Skor Genosida Ruang (Sosial 2)
54.310 Jiwa 5,0/5
("~ Melampaui Ambang Darurat ) (_» STATUS: KRISIS AGRARIA (RED FLAG) )

Akumulasi Jumlah Korban Perampasan Ruang Hidup (2014-2024)

60k
50k
Threshold Darurat Kumulatif (40.000 Jiwa)

A0k e

30k

Kumulatif

20k

10k

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Kriminalisasi Warga

Pada tahap berikutnya, ketika masyarakat menyampaikan penolakan atas
penguasaan ruang hidup yang dipersengketakan, respons negara dalam
sejumlah kasus lebih banyak diwujudkan melalui pendekatan represif, termasuk
kriminalisasi dan penggunaan aparat keamanan.

Total Insiden Kriminalisasi Skor Represi (Sosial 3)
21 Kejadian 5,0/5
("2 Ancaman PembelaHAM ) (_» STATUS: KEKERASAN NEGARA (RED FLAG) )

Akumulasi Insiden Kriminalisasi & Kekerasan Terhadap Warga

25
20

15

Akumulasi Insiden Kriminalisasi & Kekerasan Tgthadap Warga

Kumulatif

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Defisit Layanan Dasar

Ekspansi industri nikel menghasilkan pertumbuhan ekspor yang signifikan, namun
tidak diikuti oleh peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar. Ketika mayoritas
Puskesmas masih belum memenuhi standar minimal SPA (Sarana, Prasarana dan
Alat kesehatan), klaim bahwa investasi membawa peningkatan kesejahteraan
masyarakat menjadi tidak sepenuhnya didukung oleh kondisi empiris.

Defisit Target SPA (Faskes) Skor Defisit Layanan (Sosial 4)
5,7% 0,6/5
C ~ Di Bawah Standar Kemenkes ) C¢ STATUS:TERKENDALI)

Ironi: Tren Jumlah Fisik Faskes vs Boom Ekspor Nikel (2014-2024)

Meski fisik Faskes bertambah, kelayakan standar SPA mentok di 74,35% (Target 80%)
600

500

400

300 ._._./._.___,_,_,/'/._.
200 .__4_,=‘=‘=¢3=/_‘_.

100 e e ® ® ® o & —"—* *

Jumlah

0
2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028
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e@= SulawesiTenggara @ SulawesiUtara
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Veto Kebijakan

s
Audit D3'|:!_H. Fakta Empiris e
Veto Kebljakan Evaluasi menunjukkan 5 O
"Penyusunan D3TLH pentingnya penguatan y /5
B (A——————— kepatuhan hukumdan STATUS:
pertimbagngan d%lam efektivitasinstrumen .

T pengendalian perizinan. PERLU REFORMASI
membatasiizin
eksploitasi."
Rincian Skor Matriks Veto:
« Veto1(Obral WIUP Baru): 5,0 /5
« Veto 2 (Pembiaranllegal): 5,0 /5
[ ANALISIS: Penguatan Pengawasan Kebijakan 'gegc/’g(EkSpans'PLTU Captive):

\.

Konsesi llegal

Di tengah meningkatnya tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup hingga mencapai kondisi krisis, pemerintah justru tetap
menerbitkan ratusan IUP baru. Kondisi ini mengindikasikan bahwa instrumen
environmental veto belum berfungsi secara efektif sebagai mekanisme
pembatas dalam proses pengambilan keputusan perizinan.

Total Izin Baru (Sejak 2014) Skor Paradoks Izin (Veto 1)
574 1zin 5,0/5
(_r nEksploitasiMeluas ) (_n STATUS: STATUS: VETO GAGAL (REDFLAG) )

Akumulasi Obral IUP Baru di Era Krisis (2014-2024)
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Pembiaran Pelanggaran

Kondisi tersebut mengindikasikan terjadinya regulatory capture, yang
ditunjukkan oleh lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan
yang beroperasi tanpa izin, melampaui ruang lingkup perizinan, mengalami
tumpang tindih konsesi, maupun tetap beroperasi setelah berakhirnya masa
berlaku Hak Guna Usaha (HGU).

Korporat Pelanggar Hukum Skor Impunitas (Veto 2)

21 Korporat 5,0/5
(_» STATUS: NEGARA LUMPUH (RED FLAG) )

Distribusi Modus Pelanggaran Izin Korporat

Tumpang Tindih
HGU Kadaluarsa/Habis
Operasillegal

IUP Bermasalah

Tanpa HGU -

AMDAL Bermasalah [

Jenis Pelanggaran

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Jumlah Korporat

Karpet Merah Energi Kotor

Kebijakan ini mencerminkan inkonsistensi yang nyata terhadap komitmen
penurunan emisi dan transisi energi. Di wilayah ekoregion yang telah berada
dalam kondisi krisis, pemerintah justru memfasilitasi pembangunan PLTU captive
sebagai sumber pasokan energi bagi kawasan industri pengolahan dan
pemurnian nikel, meskipun infrastruktur tersebut merupakan salah satu
kontributor utama emisi gas rumah kaca.

Kapasitas PLTU Captive Skor Inkonsistensi lklim (Veto 3)
10,26 GW 5,0/5
(_» 1 Overshoot 205,1% dari ambang batas ) (_» STATUS:HYPOCRISY (REDFLAG) )

Proporsi Status PLTU Batubara Captive di Sulawesi

Cancelled @&
7,46%

Shelved @&
7,46%

Operating
82,1%

Announced

1,49%

Construction
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N1

EKSPANSI
INDUSTRI

ANALISIS DAYA DUKUNG & DAYA TAMPUNG
LINGKUNGAN HIDUP (D3TLH)

(Indikator

Baseline 2014

Akumulasi2024

Delta

Temuan & Implikasi

Total Izin Baru
(IUP)
Periode 2014-2024

Luas Konsesi
Eksploitasi Ruang

Deforestasi
Komoditas
EksploitasiRuang

Fasilitas Smelter
Pusat Hilirisasi

PLTU Captive
Operating

Investasi PMDN
Aliran Modal

Total PAD
Sulawesi

Ketergantungan
Ekstraktif

Hutan Primer
Hilang

Ekosistem Purba

Simpul Logistik
Nikel

Infrastruktur Khusus

26 1UP

49.518 Ha

117.414 Ha

1Kawasan

70 MW

Rp13,6 Triliun

Rp1,2 Triliun

53.369 Ha

Tidak Terdata

5741UP

819.453 Ha

1.001.654 Ha

32 Kawasan

9.825 MW

Rp180,9 Triliun

Rp157,6 Triliun

481.096 Ha

6 Titik

A +2.107,7%

A +1.554,9%

A +753,1%

A +3.100%

A +13.935,7%

A +1.233,4%

A +12.606,5%

A +801,4%

A Signifikan

Penambahan 548 IUP baru
(2,108%) merepresentasikan
percepatan ekspansi
ekstraktif diluar kapasitas
daya dukung.

Monopolilahan seluas 819
Ribu Ha (naik 1,555%) secara
legal mencaplok ruang hidup
komunal dan pesisir.

Laju deforestasi meroket
753%, menyapu 1.0 jutaHa
tutupanlahanyang
berbanding lurus dengan
konsesi.

Konsentrasi 32 badanusaha
smelter nikel di 6 mega-
kawasan industrimengunci
wilayah pesisirmenjadizona
degradasi ekologis absolut.

Suplai 9,825 MW energi kotor
(naik 13,936%) mensabotase
target dekarbonisasi
nasional demioperasi
smelter.

Aliran modal domestik
sebesar180,9 Triliun Rp (naik
1,233%) terbukti mensubsidi
deforestasitanpa keadilan
ekonomilokal.

Ledakan PAD12,607%
menjadiilusi; APBD
disandera volatilitas sektor
tambang dengan beban
eksternalitas negatif
permanen.

Pembabatan 481RibuHa
hutan primer (naik 801%)
mengindikasikan lenyapnya
ekosistem purba dan
resapan air secara
ireversibel.

Fragmentasiruang oleh é
simpul logistik pesisir
mematikan daya dukung
maritim dan wilayah tangkap
nelayan tradisional (Data
Kementerian).

MELAMPAUI BATAS

Kegagalan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)
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N?

TATA
KELOLA
PERIZINAN

MELAMPAUI BATAS

[Indikator Perizinan Baseline2014 Akumulasi2024 Delta Temuan & Implikasi
e

Total Ekspansi 26 574 A +2.108%  Lonjakandrastis penerbitan 574

IUP IUP baru (Data Minerba ESDM)

Obral Konsesi mengonfirmasi tabiat birokrasi
yang terus mengobral ruang
ekologis di atas instrumen Daya
Dukung Lingkungan.

Luas 49.518 819.453 A +1.555%  Garis batas konsesitambang

Pencaplokan yang meluas secaralegal

Hektare mencaplok 819 Ribu Hektare
daratan dan ruang hidup
komunal, menelan koridor
kehidupan kepulauan pesisir.

Akselerasi 106 468 A +342% Laju penerbitan IUP melonjak

Omnibus Law eksponensial hingga 342%

UP pasca disahkannya Omnibus
Law (Cipta Kerja), secara efektif
melucuti D3TLH sebagairem
darurat.

IzindiZona 25 330 A +1.220%  Anomalifatal tataruang: 330

Kritis konsesitambang baru tetap

UP Terbit diterbitkan tepat di atas wilayah
yang secara spasial memiliki
rekam jejak deforestasi sangat
kritis (Data GFW).

Kawasan 3.740 41.785 A +1.017% Lolosnya manuver perizinan

Lindung telah merobek batas konservasi

Musnah danmelenyapkan 41.8 Ribu

|UP Terbit Hektare fungsi Kawasan
Lindung, membuktikan
bangkrutnya pengawasan.

Dominasi 88 486 A +452% Proporsiizinyang didominasi

Op. Produksi mutlak oleh Tahap Operasi

IUP Aktif Produksi (mencapai 486 IUP)
menahbiskan bahwa wilayah
Sulawesi kini memasuki puncak
masa panen eksploitasi.

Monopoli 17 175 A +929% Narasi hilirisasimengunci

Komoditas lanskap daratan dengan 175

Nikel konsesi spesifik Nikel (Data Modi

up ESDM), murni mendowngrade
wilayah ini hanya sebagai
penyuplairantai pasok baterai
global.

Operasi 5 53 A +960% Terpantau 53 korporasi nekat

Bermasalah beroperasisecarailegal di

Hukum kawasan hutan atau cacat

; perizinan administrasi(Laporan

Korporas KPA & KLHK) namun kebal dari
ancaman pencabutan konsesi.

Perampasan 1 12 A +1.100% Investigasi spasial menelusuri

Hak Adat ledakan 12 kasus mega-konflik

Mega-Konfiik tambang di atas wilayah adat,
beroperasisecarakoersif tanpa
pemenuhan Hak Persetujuan
Bebas (FPIC).

Sindikasi lzin 2 12 A +500% Terekam 12 temuanizin

Hantu hantu—konsesi tak berpemilik

Laporan yang lolos tanpa prosedur
transparan, mengafirmasi
suburnya praktik shadow
economy dan sindikasi calo
lahan.

N\
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(

Indikator Ekologis

Baseline 2014 Akumulasi2024 Delta

Temuan & Implikasi

Timbunan Tidak 20.700.000 A Signifikan Aktivitas smelter membuang
Limbah B3 Terdata 20,7 Juta ton (estimasi berdasar
Toksisitas temuan AEER/KLH 2024-2025)
limbah B3/slag nikel tanpa
pengawasan ketat, mencemari
laut.
Emisi Karbon 93,3 88,6 V¥V -5,0% Secara tahunan emisi turun semu
Deforestasi Megaton Megaton (-5,0%), namun FAKTA
Jejak Emisi (2014) (2023) EKOLOGIS mencatat akumulasil
dekade mencapai 804,1
Megaton karbon, mengeliminasi
seluruh klaim transisi energi hijau.
Hutan Primer 53.369 481.096 A +801% Menghilangnya 0,48 Juta Ha
Musnah tutupan hutan primer (naik 801%)
Ekosistem membunuh keanekaragaman
hayati secara permanen.
Deforestasi 17.414 1.001.654 A +753% Ekspansitambang & sawit
(Tambang/ meledak merangsek 1,0 Juta
n Q Sawit) Hektare (naik 753%), menghapus
Perambahan daya lentur ekosistem.
KUALITAS Ledakan Tidak 1.609 A +inf% Frekuensibencana ekologis
(l]\[c] (V] [c7:\\] | Bencana Terdata (banjir/longsor) meroket tajam
Ekologis inf% menjadi1.609 insiden (Data
Kejadian BNPB).
Korban Tidak 3.531.644 A +inf% Eksploitasi alam memaksa 3,53
Bencana Alam Terdata Juta jiwa menjadi pengungsi iklim
Pengungsi Iklim (naik inf%) di tanah airnya sendiri.
Ancaman Tidak 4 A Signifikan  Eksistensi 4 spesies kunci
Kepunahan Terdata endemik terdesak menuju jurang
Spesies kepunahan (Daftar Merah IUCN)
Biodiversitas akibat fragmentasi habitat
konsesi.
Penurunan 97,0 92,5 V -4,5Poin  Parameter KU anjlok menjadi
IKU (Sulbar) 92,5 daribaseline 97,0 (Data
Polusi Udara KLHK), menghancurkanindikator
udara bersih bebas polutan.
Total 158.688 1.386.055 A +773% Kehilangan tutupan pohon seluas
Deforestasi 1,39 Juta Ha (naik 773%)
Regional meniadakan fungsi perlindungan
Deforestasi spasial kawasan.

AR
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A

BEBAN
KESEHATAN

Kesehatan
Rasio Faskes

(Indikator Kesehatan Baseline 2014 Akumulasi2024 Delta Temuan & Implikasi
LedakanKasus 30.195 233.687 A +674% Lonjakan drastis 674% (233.687
ISPA/Pneumonia kasus) akibat paparan abu
Penyakit Udara batubara PLTU dan debu smelter
yang mencekik saluran
pernapasanwarga.

Krisis Kualitas 46,7 62,1 A +33,0% Kualitas air diangka 62,1 (kategori

Air (IKA) buruk), sumber air warga keruh

Mutu Air dan terkontaminasibuangan
sedimentambang.

Krisis Sanitasi 231.924 2.286.607 A +886% Ledakan infeksi pencernaan naik

& Diare 886% (2.286.607 kasus),

Infeksi Pencernaan berkorelasilangsung dengan
krisis hancurnya sanitasi komunal.

Beban Limbah Tidak 35.238.741 A Signifikan  Lebih dari 35,2 juta ton (estimasi

Beracun Terdata berdasartemuan AEER/KLH

Tailing Tambang 2024-2025)limbah B3
menyebar menjadi agen
eksternalitas kesehatan.

Wabah DBD 4.571 20.238 A +343% Lonjakan 343% (20.238 kasus)

(Demam akibat kubangan tambang tak

Berdarah) direklamasiyang bertransformasi

Zoonosis menjadiinkubator vektor
penyakit.

Endemi 2.380 23.589 A +891% Kenaikan tajam 891% (23.589

Kusta Baru kasus) infeksi akibat buruknya

Penyakit Menular sanitasi dan kepadatan barak
pekerja hilirisasi.

Kolaps Fasilitas 1.273 1.693 A +33% Faskes hanya tumbuh 33% (1.273

ke 1.693 unit), gagal total
menyangga beban penyakit ISPA
& Diare yang meledak +800%.

MELAMPAUI BATA
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NK

KORIDOR
LOGISTIK
(Inventaris 2024)

p
Indikator Logistik

Konteks Data
(Populasi 2024)

Kondisi Eksisting Status

(2024)

Temuan & Implikasi

Total Pelabuhan

Ekspor

Klaster Fasilitas

Status PSN
Nasional
Tameng Hukum

PLTU Batubara
Captive
Kapasitas
Pembangkit

I1zin Tambang
Terlayani
SuplaiHulu

Kanal Ekspor
Teridentifikasi
Rantai Pasok

Kawasan
Industri Nikel
Estate/Cluster

Sebaran
Kabupaten
Simpul
Wilayah Tapak

MELAMPAUI BATA

3

X
Vs

Total: 6
Kawasan
Industri

Total: 6
Kawasan
Industri

Total: 6
Kawasan
Industri

Total
se-Sulawesi:
3291UP

Total: 6
Jenis Produk
Olahan

Total: 6
Lokasi
Utama

Total: 6
Lokasi
Utama

Terbangun: 6
Pelabuhan

Berstatus
PSN: 4 Lokasi

Kapasitas:
9.275 MW

Terhubung:
124 1UP

Terlacak: 6
Jalur Ekspor

Resmi
Beroperasi:
6 Kawasan

Berdampak
ke: 5
Kabupaten

Terkonfirmasi

PSN

Operating

SuplaiHulu

China/Asia

Terintegrasi

Pesisir

Dari ketiadaan fasilitas pesisir
terintegrasi (2014), kini terbangun
6 klaster pelabuhan industri
besar.

Sebanyak 4 dari 6 lokasiini
berstatus PSN, mempercepat
izindan pembebasanlahan
warga secarainstan.

Pabrik dan pelabuhan dibangun
sepaketdengan PLTU batubara
captive 9.275 MW tanpa transisi
energi hijau.

Jaringan dermaga ini melayani
124 izin tambang nikel di hulu
yang terus berekspansi ke
pedalaman.

Terdapat 6 kanal ekspor/produk
yang teridentifikasi, dengan
orientasiutama ke China/Asia
untuk NPI, matte, ferronickel, dan
stainless steel.

Dataset mencatat 6
kawasan/estate industri terkait
nikel, menandakan simpul
logistik tumbuh sebagai enclave
produksi terintegrasi.

Sebaran simpul menjangkau 5
kabupaten kunci, memperluas
tekananruang dari pesisirindustri
hingga wilayah tambang hulu.
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KONFLIK
AGRARIA

[Indikator Konflik

Baseline 2014

Akumulasi 2024 Delta

Temuan & Implikasi

Total Letupan
Konflik

Insiden Agraria

Warga
Terdampak

Jiwa

Luas Area
Konflik

Hektare

Konflik
Pertambangan
Hektare

Konflik
Perkebunan
Hektare

Konflik
Kehutanan
Hektare

Konflik Belum
Ditangani
Status Kasus

Konflik
Tambang/FPIC

Hak Persetujuan

4

8.731

56

54.310

505.192

14

1

21

35

12

A +1.300%

Tidak Terdata

A +5.686%

A +1.300%

A +1.000%

A +2.000%

A +1.650%

A +1.100%

Basis data mencatat 52
tambahan letupan setelah 2014;
total historis mencapai 56 kasus
dikoridor Sulawesidan sentra
nikel terkait.

Korban terdampak meningkat
dari O menjadi 54.310 jiwa,
memperlihatkan konflik lahan
sebagaikrisis sosial yang terukur.

Area konflik melebar dari 8.731
Ha menjadi 505.192 Ha,
menandai eskalasi perebutan
ruang hidup secara spasial.

Konflik pertambangan
bertambah dari1menjadi14
kasus, beririsanlangsung dengan
ekspansi mineral kritis dan
hilirisasi nikel.

Perkebunan tetap menjadi
sumber sengketa besar dengan
1 kasus, memperlihatkan konflik
agraria tidak berhentipada
tambang.

Kehutanan mencatat 21kasus,
menunjukkan klaim kawasan dan
izin pemanfaatan hutan tetap
menekan masyarakat lokal.

Kasus belum ditanganinaik dari 2
menjadi 35, mengindikasikan
penyelesaian konflik tertinggal
darilaju eskalasinya.

Konflik tambang/FPIC
bertambah dari1menjadi12
kasus, memperlihatkan lemahnya
persetujuan bebas, didahulukan,
dandiinformasikan.
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DEMOGRAFI
SOSIAL

(Indikator Sosial

Baseline 2014 Akumulasi2024 Delta

Temuan & Implikasi

Populasi
Kabupaten
Industri

Ribu Jiwa |
Basis: 2014

Kepadatan
Wilayah Industri
Jiwa/km2 |

Basis: 2014

Kemiskinan
Wilayah Industri

Rata-rata % |
Basis: 2014

PDRB Industri+

Share PDRB |
Basis: 2014

PDRB Pertanian
Sulteng

Share PDRB |
Basis: 2014

Indeks
Pergeseran
Agraris-Industri
Sulteng | Basis: 2014

1.333,2

39,1

12,9%

15,4%

Tambang Sulteng

34,4%

0,449

1.588,2

42,7

10,7%

55,8%

15,8%

3,533

A +19%

A +9%

V-17%

A +261%

V -54%

A +687%

Populasi 7 kabupatenindustri
ekstraktif naik dari1.333,2 ribu
menjadi1.588,2 ribu jiwa,
menandakan tekanan hunian dan
layanan publik di wilayah tapak.

Kepadatan rata-rata meningkat
dari 39,1 menjadi42,7 jiwa/km?2,
memperlihatkan intensifikasi
ruang di sekitar pusat industri.

Kemiskinan rata-rata turun dari
12,9% menjadi10,7%, tetapi
penurunannya terjadi bersamaan
dengan lonjakan bebanruang
dankesehatan.

Porsiindustri dan tambang dalam
PDRB Sulawesi Tengah naik dari
15,4% menjadi 55,8%, mengunci
struktur ekonomi ke sektor
ekstraktif.

Porsipertanian Sulawesi Tengah
turun dari 34,4% menjadi15,8%,
menandai pelemahan basis
ekonomi agraris.

Indeks pergeseran agraris-ke-
industri melonjak dari 0,449
menjadi 3,533, bukti transformasi
struktur ekonomiyang sangat
tajam.
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TATA
KELOLA
MANFAAT

Indikator Basis Data Temuan Status Temuan & Implikasi
TataKelola
IUP di Status Batas Izin Baru: Gagal Pada status ekologis Kritis,
Kritis D3TLH Ekologis: 277 IlUP pemerintah tetap menerbitkan
|zin Baru Zona Kritis 277 IUP baru; D3TLH tidak
bekerja sebagairem perizinan.
Luas Konsesi Batas Konsesi: Anomali Konsesi seluas 440.998 Ha
diZona Kritis Ekologis: 440.998 Ha tetap keluar pada fase kritis,
Hektare Zona Kritis menunjukkan keputusanizin
mengalahkan status daya
dukung.
Temuan Izin Sumber Tercatat: 21 Bermasalah KPA mencatat 21 perusahaan/
Bermasalah KPA Data: Perusahaan temuanizin bermasalah dengan
Perusahaan/Temuan  Laporan KPA luasan terdampak 151.596 Ha.
Konflik/Operasi Sumber Tercatat: 32 Impunitas Terdapat 32 konflik/operasi
Bermasalah Data: Kasus bermasalah hukumyang
Hukum Catatan memperlihatkanimpunitas dan
Kasus Hukum pembiaran administratif.
Temuan Izin Sumber Tercatat: 11 llegal Catatan KPA 2025 memuat 11
llegal Sulawesi  Data: Temuan paragraf/temuan terkait
CATAHU KPA 2025 CATAHU Sulawesidan pertambangan,
KPA 2025 menandairisiko izinilegal atau
cacat tatakelola.
Rasiolnvestasi  Total PAD: Total PMDN: 1,36x Investasi PMDN terakumulasi
PMDN terhadap 161,0T 219,0T 219.0 Triliun Rp, sementara PAD
PAD hanya 161,0 Triliun Rp; rasio
2016-2024 manfaat fiskal lokal tertinggal
1,36x.
Konsentrasi Dari: Total Porsi Nikel: Terkonsentrasi Komoditas nikel/ferronickel
Ekspor Nikel Ekspor 79,5% /matte/stainless menyumbang
Nilai Ekspor 79,5% nilai ekspor

teridentifikasi, menunjukkan
manfaat ekspor sangat
terkonsentrasi padarantai
nikel.

B

TA
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